TATA CARA PELAKSANAAN ANGG

Menimbang

Mengingat

© a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi efektifit

1.

2.

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI 3ULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAKRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

as serta

untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan

Pemerintah Daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan d
Belanja Daerah;

an

. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, disebutkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah

berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:

.'bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dilubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lcmbaran Negara Républilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,

-

Tambahan Lemﬁaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679,




10.

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubhi Indonesin
Tahun 2014 Nownor 92, Tambahan Lembaran Negwrn Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
6322); |

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

v




11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 8§ Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 8};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB ]
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

~ Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Buléleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3.
4

Bupati adalah Bupati Buleleng.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRIY (ol lerabhags

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan D aty

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalul Perangkiat

Daerah pada Pemerintah Daerah selaky pengguna anggaran/pengguna barang.

. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang

dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Dacrah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalain rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD

dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

-Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

?.

Daerah.




'8.Per'1gelolaan Keuangan Daerah adalah  keseluruhan kegiatan
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| ]

yang o mehiput
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pPengawasan keuangan Daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas

dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhap
keuangan Daerah,

pengelolaan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
Daerah.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha barang milik Daerah pada Pengguna Barang,

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah
Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah,
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabal vang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakun sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK acdilah Porabat vane
diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atuu melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Dacrian

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PITK dilah Pejana
pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 {satu) atau beberapa kepintonn Lui i,
Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan
langsung, penunjukan langsung, dan E-Purchasing.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan wusaha atau orang perseorangan yang

menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya.

"
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- Pejabat Penatausahaan Keuangan ' SKPD vang selanjutnya disingkat PPK-SKPD

adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata wusaha kevangan pada Perangkat
Daerah.

Pejabat Pelaksana‘Tek}lis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat

pada unit kerja Perangkat Daerah vang melaksanakan 1 (satu} atau beberapn
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk INENCTinG

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawibikan g
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk  menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan-APBD pada SKPD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah vang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayal  seluruh
pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat_RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank
yang ditetapkan. ‘

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih, |

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah adalah S€mua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti
bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat rénicana pendapatan, rencana belanja, dan rencana

pembiayaan vang terinci sampai sub rincian oljek disertai rencana realisasinya vang

digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran.
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46.

& memuat perkiraan arus kas masuk yang

bersumber darj penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk

mengatur ketersediaan dang yang cukup guna mendanaj pelaksanaan APBD setiap
periode,
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen v

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
penerbitan SPP,

ang

dasar

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutiya disingkat SPP adalah dokumen vang
diterbitkan  oleh Pejabat | yang bertanggung Jawab atas  polakeanan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembavarian,

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkar <1 .5 adaial
dokumen yang digjukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaa, Pembiovar g
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak Kerja atau st peorinad,
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukie denn wilki
pembayaran tertentuy yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perm:ntaan uang
muka kerja yang bersifat pengisian kembal; (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yvang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atan
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan uang persedizan
guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak

dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan

. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang

DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah

dokumen vang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbita}n SP2D  atas beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkar SPM-UP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban

ﬂ.
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24,

23.

37,
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boban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang persediaan untuk
mendanai kegiatan. |

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti  Uang
Persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen vang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan,

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunaj yang
disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari,
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem vang
diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atay unit satuan kerja perangkata
daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai -ﬂeksibilitas dalam pola pengelolaan Keuangan sebapai
pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada wmuniny:,

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesi
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat scbagai Pegawai ASN Secira tetags oleh
Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintalhag,

Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adaluh Colon Povgeg
Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanga Dacral,
Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah (ala cara
pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun  dan  menyajikan laporan
keuangan Pemerintah.

luran Wajib PNS Daerah yang selanjutnya disingkat IWP adalah adalah iuran yang

dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS

Daerah untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran peimeltharaan
kesehatan.

Perhitungan Pihak Ketiga adalah merupakan utang pemerintah kepada pihak lain

yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan
lainnya.
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Pajak Pertambahan Nilaj yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak  yang
dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang/jasa dalam peredarannya dari

produsen ke konsumen atay Secara cuma-cuma/hadiah.

. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Negara yang

dikenakan terhadap setiap tambahan Kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik vang berasal dari Indonesia maupun dari luar [ndonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atay untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan,

Pajak Daerah adalah kontribusj wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Surat Keterangan Bukti Lapor adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bidang
Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan Daerah atas belanja makan minum

kegiatan Perangkat Daerah yang menggunakan penyedia jasa

catering/restoran/warung makan atau sejenisnya.

.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan vang meliputi

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yatig mengutamakan adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suaty sistem tata kelol, vang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberd pugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabai vang herwenang
untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategt Pengadaan Barang . ., SHINE
menggabungka beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atay lebih unit
kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana, atau kombinasi dar; beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

¥
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. Hibah ada]ah bantuan berupa uang, barang,

e e e e,

x
A

sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam  beniylk
barang/jasa. .

Bank Umum Yang Sehat adalah bank umum dj Indonesia yang aman,/schat segoo
ketentuan Peraturan Pérundang—undangan.

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkar oleh
masyarakat.

bank kepoes,
Pengelolaan Kas Transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran vang ditery,
(bersifat transit} untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditenikan

dan/atau jasa yang berasal dap

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam

negeri atau |yar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

pPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjad;i kewenangan Dacrah sesyaj

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bantuan Sosig] yang selanjutnya disebut Bansos adalah bemberian berupy uang atau
barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atay
Mmasyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah
perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
antara Pemerintah Daerah dan penerima Hibah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1| (satu) atau beberapa Program.

Pegawai adalah Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Buleieng.

Bagian Kedua

Asas Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 2
Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.
Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan Daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Perundang—undangan.
Penerimaan Perangkat Daerah_ dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecualj ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas terfimgad untul
setiap pengeluaran belanja.
Pengeluaran tidak dapat dibebankan Pada anggaran belanja jika untuk Pengeluaran

tersebut tidak tersedia atay tidak cukup tersedia dalam APBD.
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(6) Piﬁﬁgeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan Jika dajam
keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD
dan/atau disampaikan dalam laporan realisagi anggaran.

(7) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat () ditetapkan sesuaj

dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

(8) Setiap Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
belanja Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan daiam APBD.,
{9) Pengeluaran anggaran belanja Daerah sebagaimanag dimaksud ayat {8) menggunakan

prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuaj dengan ketentu,, Peraturan
Perundang—undangan.

a ; s i"urumlang-
undangan tidak dilakukan melaly; RKUD, pencatatan Penerimooo Daera
dilaksanakan sctelah adanya pengesahan BUD atas laporan penerimasn;, g P
(11) Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuaj dengan ketentuan Peratarag Pertinding
undangan tidak dilakukan melaly; RKUD, pencatatan Pengeluaran  Doera,
dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran darj PA.

(12) Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat buk yang menjadi dasar
penerimaan atay pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan melalui penelitian
kelengkapan dokumen laporan sesuaj dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. ‘

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran
Paragraf |
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 2
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari -
a. Kepala SKPKD selaku PPKD: dan

b. kuasa BUD,

(1) Kepala SKPKD selaky PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu
Kepala SKPD yang melaksanakan unsyr penunjang Urusan Pemerintahan pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah

(2) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daeral;
b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; rancangan Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:;

C. melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah; rd




(3)

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

€. melaksanakan tugas lainnya sesuaj denhgan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
4. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD:;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaga
kas Daerah;
€. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

& menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian  jaminan atas nama
Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;

1. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan

J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran
Daerah  sesuaj dengan  ketentuan Pzraturan Perundang--undm*z;z;m. ik
dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan sebagaiména dimaksud pada ayat (3) terdapat kewenangin lan,

yaitu:

a. mengelola mvestasi;

b. menetapkan anggaran kas;

€. melakukan pembayaran melalyj penerbitan SP2D;

d. membuka RKUD;

@

membuka rekening penerimaan;

]

membuka rekening pengeluaran; dan

8. menyusun laporan keuangan vang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan Pajak Daerah dipisahkan dari kewenangan

SKPKD, SKPD sesuaj dengan ketentuan Peraturan Perundangwmdallgan dapat

melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau

manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD,

SKPD  sesuai ketentuan Peraturan Perundang—undangan dapat melaksanakan

pengelolaan investasi.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk

ditetapkan sebagai Kuasa BUD.




(1)

(2)

Pasal 5
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,
Kuasa BUD mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D; '
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

€. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f. menyimpan uang Daerah;

g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;

1. melaksanakan pemberian pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Dacrah:

J. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah; dan

k. melakukan penagihan piutang Daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

& menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan mengujl anggaran
kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD:

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih  dalam mengelola  piutang
menatausahakan penyisihan dana bergulir vang tidak tertagih atas investasi: dan

C. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran
yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 {satu) Kuasa BUD Bgekangin

SKPKD dengan pertimbangan Eesaranjum]ah vang yang dikelola, beban o iolcan

dan/atau rentang kendali,

Pertimbangan atas besaran Jumlah uang yang dikelola, beban Kerio, loko oo oy o

rentang kencdali yang Kkriterianya ditetapkan Bupati.

Paragraf 2
Pengelola Keuangan SKPD
Pasal 6

Pengelola Keuangan SKPD -

a.

b.

PA;

KPA;

PPTK;
PPK-SKPD;
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(2)

" Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD;
Bendahara Penerimaan,; '
Bendahara, Pengeluaran;
Pejabat Pengadaan, .. .
O A _ »
| Pasal 7
Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai
tugas: | |
a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD,;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
bgianja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d. ‘melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
melaksanakan pemu_ngutah Retribusi Daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan; |
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya,;
j. menyusun ddn menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanadn anggaran SKPD yang dipimpinnya,
|, menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; o
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keﬁangan Daerah; dan '
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
menyusun NPHD;

menyusun dokumen pembérian Bansos;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas

Penerimaan dan Pengeliaran Daerah sesuai dengan Kketentuan Peraturan

Perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan
dan pengesahan ‘Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada

PPKD selaku:BUD,




(S)

(6)

(10)

Kepala SKPD selaku pa mempunyai wewenang, meliputi:

4. menandatangani dokumen permintaan pengesahan Pendapatan dan belanja atas

Penerimaan dan Pengeluaran Daeran sesuai ketentuan Peratyr
undangan.

an Perundang—

b. menandatanganj NPHD;
menandatangani dokumen pemberian Bansos;

d. Mmenetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya  dainm rangke
pengelolaan keuangan Daerah; dan |

€. menetapkan Pembanty Bendahara Penerimaan, Pembaniy

Bendahir,,

Pengeluaran dan Pembantu Bendahars Pengeluaran Pembaniy SeSUOE Retentyan,
Peraturan Perundang—undangan;

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan Wewenang el ooy,

pemungutan Pajak Dacrah PA melaksanakan bemungutan Pajak ., SO

dengan ketentuan Peraturan Perundang—undangan.

Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD vang

dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan darj pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:

& pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyediqg barang/jasa
menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang—undangan;
akibat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD
setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebuyt scsual  dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Mengelola piutang Daerah yang menjadi hak Daerah sebagai akibat
perjanjian atay perikatan;

a
b. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang—undangan;

e

akibat Putusan Pengadilan yang telah mempunyar kekuatan hukum tetap; dan

piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesual dengan ketentuan Peraturan

Perundang—undangan.

a

Dalam hal mengadakan ikatan untyuk pengadaan Barang dan Jasa , PA bertindak
sebagai PPK sesuaj dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibanty oleh pegawai yang memiliki kompetensi

sesual dengan bidang tugas PPK atay ABeN pengadaan sesuai ketentuar Peraturan

Perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.




(11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada

Kepala Bagian untuk Daerah selaku KPA untuk melakukan pengelolaan kevangar

Pasal 8
(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaky
KPA.
(2} Pelimpahan kewenangan kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

berdasarkan pertimbangan besaran anggaran keglatan/sub kegiatan, lokasi,

dan/atau rentang'kendalj.

(3) Besaran Anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan kriteria sebagai berikut :

a. total besaran anggaran yang dilimpahkan kepada KPA tidak melebihi 0% (lima
puluh persen) dari total pPagu dalam SKPD; dan
b. pagu pelimpahan perkegiatan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
(4} Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakulkan olel SKPIDY vang

mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya diictapkun olel,

Bupati.

(5) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yvany
membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atar Kol
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti pada Roals Salo

Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D, Rumah Sakit Kelos
D Pratama Giri Emas, serta Sekretariat Daerah.
(6) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD,
(7) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bheban anggaran
belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dulam batas
anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(8) Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
(9) Dalam hal kewenangan pemungutan Pajak Daerah dipisahkan dari kewenangan

SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut Pajak Daerah kepada
KPA.



(10)

(11)

(12)

(13)

(14

(1)

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenahgannya kepada U nit SKPD selaku KPA,
KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA bertindak sebagai

PPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KPA vyang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawal vang memiliki

kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas;

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

€. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f.  melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan:

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan ptutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD vang
dipimpinnya;,

J. menyusun dan menvampaikan laporan kewangan unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifid

Khsus vanoe
dipimpinnya;
. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
m. menetapkan  pejabat lainnya dalam  unit orgamsasi  borsifar klias e

diptmpinny: dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kelentuan Peratinia, v tliee Lo
undangan.
Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian

tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pasal 9
PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan Pejabat pada

SKPD /Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ bertugas membantu tugas dan
wewenang PA/KPA.




(3)

(S)

T igas PPTK dalam membantuy tugas dan wewenang PA/ KPA meliput:

a. mengendalikan dan melaporkan perkenﬂj{ingan pelaksanaan tekigs Levita /sl
kegiatan SKPD/Unii SKPD; |

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran  as Bebag
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

¢. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan
SKPD/Unit SKPD sesuai. ketentuan Peraturan Perundang—undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan

meliputi;

& menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. memonttoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

€. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menylapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggararn  atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a. menylapkan laporan Kinerja pelaksanaan kegiatan/sulb kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembavaran sesuaj dengan persyaratan vang

ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang—undangan; dan

¢. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Dalam membanty tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

Dalam membanty tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan Sémentara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

objektif lainnya dengan Kriteria :

a. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural sesuaj dengan (ugas dan
fungsinya 1 (satu) tingkat dibawah PA/KPA dan/atau memilikj kemampuan
manajerial dan berintegritas:

b. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki Jabaiagg, Siraktrg)

sebagimana dimaksud pada huruf a, PA/KPA dapai menetapkan Pejol

lainnya atau Pejabat Fungsiona] selaku PPTK.

Strulnrad

Pasal 10
Kepala SKPD selaky PA menetapkan PPK-SKPD sebagaimana dimalesud 6, Pl

6 huruf d untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuvangan pada sKkpp.
Pada SKPKD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan scsuai ruang
lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.




(3)

(4)

(1)

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan sesuaji fuang lingkup tugas dan wewenang BLUD,

PPK SKPD merupakan Pejabat Struktural yang membidangi urusan keuangan di

SKPD tidak merangkap sebagai Pejabat dan Pegawai yang bertugas melakukan

peémungutan Pajak Daerah dan Retribusj Daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluarn

Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud Paci el oy

maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional Umum sesuai kompetensiny

PPK-SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan veriftkasi SPP-UP, SPP-U, SPP-TU, dan Spp. LS bhewortie bugr
kelengkapannya vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

¢. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pencrimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

€. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan

keabsahan,

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

PPK-SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kclengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengemb

alian kelebihan
pendapatan Daerah dart Bendahara Penerimaan; dan

C. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta by

penyiapan SPM.

kti kelengkapannya scbagal dasar

Kepala SKPD dapat menetapkan Pegawai yang bertugas membanty PPK-SKPD untuk

meningkatkan efektivitas benatausahaan keuangan SKpD.

Pasal 11
Dalam hal pa melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e untuk melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada Unit SKPD dalam hal -
a. rentang kendalj dan/atau lokasi; dan
b. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara
profesional melaluj pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang

milik Daerah serta bidang kepegawaijan sesual dengan Peraturan Perondang-
undangan, ly
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(7)

(8)
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PPK Unit SKPD mempunyal tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembanty;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu: dan

¢. melakukan verifikasj laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantuy,

Verifikasi  dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan

pertanggungjawaban Bendahars Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantuy,

Selain melaksanakan tugas pada ayat (3), PPK Unit SKPD melaksanalkan tugas

lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat Permintaan pembayaran atas pengembaiii kelebibn, g,
pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendal. L
dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsals g SRR o,

SPP-LS bescrta bukt kelengkapannya scbagai dasar penviapiur SN

PPK unit 3KpPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyar tugas nielipu

a. melakukan verifikas; SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Deserta buikti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembanty dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikas; kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya schagai dasar
penyiapan SPM;
menylapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

€. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

PPK Unit SKPD merupakan Pegawaj ASN yang menduduki Jabatan Strulkiural untuk

menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.

Kepala Unit SKpD dapat menetapkan Pegawal yang bertugas membantu PPK Unit

SKPD,

Pasal 12

Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf f untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pclaksanaan

anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD,
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%
:

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan Wewenang menerima, menyimpan,

menyetorkan ke RKUD, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan

Daerah yang diterimanya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan

wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;

C. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan Jumlah vang telah

ditetapkan;

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Dacrah yang
diterimanya; dan

€. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan
Daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat

menetapkan Bendahara Penerimaan Pembanty pada Unit SKPD yang bersangkutan,

Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD diusulkan oleh Kepala Perangkat

Daerah kepada Bupati melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan

lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati,

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi;

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan  sejumlah uang  dalm  rangle
pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada SKPD, kecuali il tromsalos

secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan vang diterima langsung meladog R abs

¢. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetaplkan olel, RISISNETE

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang vang diterima dengan junial, cooe 1ol
ditetapkan;

€. menatausahakan  dan mempertanggungjawabkan Pendapatan  Duacrah vany

diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian  kelebihan Pendapatan
Daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantuy bertanggung jawah
Secara administratif dan fungsional.
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administrati{ dengan membuat

laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan
disampaikan kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada
Unit SKPD dan disampaikan kepada KPA,

N.




i

(11)

(12)

Bendahara Penerimaan bertanggung Jawal secara Fangsional  dene.y, el

laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD
disampaikan kepada PPKD selaky BUD.

o
Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuart laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Unit
SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan Pegawai yvang
bertugas membanty Bendahara Penerimaan untuk  meningkatkan efektivitas
pengelolaan Pendapatan Daerah.
Pegawai yang bertugas membanty Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup perugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
Pegawai yang bertugas membanty Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan.
Pegawai yang bertugas membanty Bendahara Penerima.an disebut Pembanty
Bendahara Penerimaan.

| Pasal 13
PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf g kepada Bupati.
Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Bendahara Pengeluaran memilikj tugas dan wewenang:

& mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,
dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan UP, Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU};

Cc. melaksanakan pembayaran dari UP, Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang
(TU) yang dikelolanya:

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuaj dengan ketenruan Peraturan

Perundang—undangan;

€. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA - an
laporan pertanggungjawaban srcara fungsional kepada BUD secara perodik o
g memungut dan menyetorkan  pajak  sesuai dengan  ketentung Periinan

Perundang-rundangnn.
Selain tugas dun wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanal, Mavas dao
wewenang lainnya meliputi:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;




€. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokiymen fisik dari
Bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atay hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

€ menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembadian Leloga akilg
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

. pelaksanann anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD Ve melos il
fungsi BUD.

Dalani hal pa melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupat aaes bsan prowg

menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembanty

Penetapan Bendahara pengeluaran pembanty didasarkan atas pertimba ngan:

a.

b.

besaran anggaran; dan

rentang kendali dan/atau lokasi.

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a.
b.

0a

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
menerima dan menyimpan Tambahan Uang (TU) dari BUD;

melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan Tambahan Uang (TU) vang
dikelolanya:

menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangl«undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

memungut  dan  menvetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang—undangan; dan

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kpa dan

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran
secara periodik.

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tlugas dan

wewenang lainnya meliputi:

melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan oleh Bupati;

memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atay dokumen fisik dari
Bank;

menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atay hasii
pemeriksaan internal dan cksternal pada tahun berjalan; dan

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belania akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dar eksternal pada tahun berjalan,
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Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang—undangan, Bupati menctapkan Bendahara Unit
Organisasi Bersifat Khusus.

Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus memiliki tugas dan wewenang setara
dengan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Secara administratif bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembanty bertanggung jawab
Secara administratif dan fungsional,

Bendahara Pengeluaran bertanggung Jawab secara administratif dengan membuat
laporan pertanggungjawaban Secara administratif atas pengeluaran pacda SKpPD dan
disampaikan kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembanty bertanggung iawaly secara administy ir dengean
membuat laporan pertanggungjawaban secarg administratif aas PORECn iy pad.
unit SKPD dan disampaikan Kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran bertanggung Jawab secara lungsional e, Niing,
laporan pertanggungjawaban secara lungsional atas pengeluaran pady ) o
disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung Jawab secara fungsiony] dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unijt
SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kepala SKPD atas usul Bendaharg Pengeluaran dapat menetapkan Pegawai yang
bertugas membantu  Bendaharg Pengeluaran  unyk meningkatkan cfektivitas
pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Pegawa| yang bertugas membantu Bendaharg Pengeluaran melaksanakan tugas dan
wewenang sesuaj dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKpp.

Pegawai yang membanty Bendahara Pengeluaran bertanggung Jawah

Bendahara Pengeluaran.

kepada

Bendahara Penerimaan dan Bendaharg Pengeluaran dilarang:
melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan peijualan jasa;

b. bertindak sebagai Penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atay penjualan jasa:

C. menvimpan uang pada suatu Bank atau Lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

d. larangan berlaku juga terhadap Bendghara Penerimaan Pembantuy, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusys,

Larangan bagi Bendahara Penertmaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan,

sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

7.




Pasal 14

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h ditetapkan oleh Kepala
SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

BAB 11
DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN SKPD

Pasal 15
Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD menyvampaikan
surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menvampaikan
rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKpD
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
ditetapkan.
Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu
diperhatikan oleh setiap Keéala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD
meliputi;
a. pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh PA;

b. rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD daiam tahun

anggaran yang direncanakan;

C. sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegintan, dan
anggaran belanja yang disediakan:

d. rencana penerimaan dan pengelnaran pembiayaan;

€. rencana penarikan dang setiap SKPD;

f. batas alhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD  kepacl: PRKI palivie Tanbar o

(enam) hari kerja sejak diterbitkannva surat pemberitalian, ik (.-
TAPD; dan

ke ol

g. batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling laima 6 (enany)

hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 16
Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD
kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 [cnam) hari

sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikas; rancangan DPA-SKPD dengan

o
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

a. standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan;

b. analisis standar belanja;

C. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

¥



(3)
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d standar teknis sesuai dengan ketentUan Peraturan Perundang-undangan;
dan/atau ‘

€. petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonemi khusus.

Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan

penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

BAB III
MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17
PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekavaan
Daerah yang diterima dan/atau dalam PeNguasaannya sesual dengan Peraturan
Perundang—undangan.
Dalam rangka pengelolaan uang Daerah PPKD selaku BUD membuka RKUD pada
Bank Umum Yang Sehat.
Penatausahaan Kas Umum Dacrah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya
khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus lainnya
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. pembukaan RKUD;

b. pembukaan rekening operasional;

€. pembukaan rekening SKPD;

d. penempatan kas dalam investasi jangka pendek;
€. peénatausahaan oleh BUD; dan

f.  pelaporan oleh BUD.

Bagian Kedua
Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah
Pasal 18
Bupati dalam pengelolaan keuangan Daerah menunjuk Bank Ui Tong el
sebagal penampung RKUD,
Penunjukkan Rank Umum  sebagai penampung  RKUD  ditinduklan cengan

Perjanjian Kerja Sama antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat Bank vang
bersangkutan.

Perjanjian Kerja Sama sebagiamena dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat;
a. jenis pelayanan yang diterima;
b. mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

¢. pelimpahan pcr_;érimaan dan saldo rekening;
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d. penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;

€. pembayaran imbalan atas jasa pelayanan:

f. sanksi atas pelayanan yang tidak sesuail dengan perjanjian;
g. kewajiban menyampaikan laporan; dan

h. tata cara penyelesaian perselisihan.

BUD kemudian membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bapat.
Pemerintah Duerah berhak memperolch bunga dan/atau JAUSE giro i dogy )

lainnya yang scjenis atas dana yang disimpan pada Bank berdasarkan 1nalen sy
bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasi] lamnya yang sejenis  yang diperoleh
Pemerintah Daerah merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank didasarkan pada

ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan dan biava tersebut
dibebankan pada belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Pembukaan Rekening Oprasional

Pasal 19

Pembukaan Rekening Operasional BUD dapat memibuka rekening pencrimaan dan
rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional

penerimaan dan pengeluaran Daerah pada Bank yang sama dengan Bank penampung
RKUD yang ditunjuk oleh Bupati,

BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan scsuai dengan

kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan Daerah.

BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan Daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum

tertentu, BUD dapat membuka rekening penerimaan Daerah pada Bani:
setelah mendapat persetujuan Bupati,

dimaksud

Pemindah bukuan dana darj rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran

pada Bank ke RKUD atau sebaliknya, dilakukan atas perintah BUD.

Perintah pemindahbukuan oleh BUD dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja

Sama antara BUD dengan Pejabat Penanggungjawab pada Bank yang terkait.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan adal:h sebagai

berikut:
a. rekening operasionai penerimaan dioperasikan untuk MENCrima sctonra, Langsung
penerimaan Daerah yang tidak melalui Bendahara Penerimaan dan/atag 1., NTRRITEE

setoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimeaan:
b. rekening operasiona] penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersald-, i Vi

seluruh penerimaannya harus disetor ke RKUD sekurang—kurzmg_{n_\':t Seiad se i

-
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pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama
antara BUD dengan Bank bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran Operasional adalah sebagai

berikut:

a. rekening operésional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yvang digunakan
untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesual rencana pengeluaran;

b. rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk pelaksanaan belanja vang
dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme Langsung (LS)
dan juga untuk pemberian UP, penggantian Ganti Uang (GU) kepada Bendahara
Pengeluaran serta pemberian Tambahan Uang (TU) kepada Bendahie, Pengeluaran

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bagian Keempat
Pembukaan Rekening SKPD
Pasal 20
Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluara kas .,
tingkat  SKPD, BUD membuka rekening  Bank  atas nama  Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada Bank yang sama dengan
RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan
pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
Rekening penerimaan SKpD digunakan untulk menampung penerimaan Daerah yvang
menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.
Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib
disetorkan seluruhnya ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan.
Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama Bendahara Penerimaan Sk PD,
Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang vang akan
digunakan schagai belanja-belanja SKPD, seperti UP dan tambahan UP yvang dikelola
oleh Bendahara Pengeluaran SKPD,
Rekening pengeluaran SKpp dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD atay

Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

Bagian Kelima
Penempatan Kas
Pasal 21
Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek Dalam pengelolaan kas, uang

Daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi

jangka pendek.
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Dalam Rangka Penerimaan RKUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai beril

»

Iﬁvestasi Jangka pendek merupakaﬁ investasi vang dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko

rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 fdua belas) bulan.

Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga)

bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan vang dapat diperpanjang secara otomatis,

pembelian Surat Utang Negara jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia.

Investasi jangka pendek bisa dilakukan melaluj tiga cara vaitu melalui Deposito,

Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia,

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui langkah-

langkah sebagai berikut: :

a. Pemerintah Daerah dapat 'melakukan investasi jangka pendek scpanjang tidak
mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelavanan
publik.

b. sebelum mengalokasikan kas umum Daerah ke dalam investasi Jangka pendek,
BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana vang benar-
benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cashj.

¢. BUD menyiapkan rencana pencmpatan dana pada investasj Jangka pendek kepada
Bupati mencakup jumlah dana vang akan diinvestasikan dan pilihan investasi
beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

d. berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD ALas FCIHICT L v oSt
jangka pendek, Bupati menetapkan jenis investasi jangka pendek e dipihh
dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

€. berdasarkan Surat Keputusan Bupali tersebut BUD menerbitkion S
Pemindahbukuan (5P2) BUD vyang memerintahkan pemindaliay o, oy ko,

umum Daerah kedalam investas;j yang dipilih.

f. Investasi jangka pendek harus disctor ke RKUD paling lambat per 31 Desember,

Bagian Keenam
Penatausahaan Bendahara Umum Dacrah
Pasal 22
Penatausahaan oleh BUD PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan aras semua
penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dari RKUD.
Proses penatausahaan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 23

<ULt

a. berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain vang sah, BUD mencatat pada

Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

b. BUD mengidentifikasi Jenis dan kode rekening pendapatan.

"



¢. BUD mencatat nilaj transaksi pada kolom Jumlah pada Bukuy Kas Umum,.

Pasal 24
Dalam Rangka Pengeluaran RKUD dilaksanakan dengan Ketentuan sebagai berikut -

a. Kuasa BUD menerbitkan dokume: SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD.

b. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat perintah membayar y
oleh PA/KPA.

ang diterbitkan

C. Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kasg Umum pacl

pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bulcti.

a sisl kolom

Pasal 25
Dalam Rangka Pelaporan oleh BUD dengan ketentuan sebagai berikut
&. proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta pel

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Iggunaan dan

b. BUD membuat laporan atas kas umum Daerah yang berada dalam pengelolaannya,
BUD menyampaikan laporan tersebyt kepada Bupati melaluj Sekretaris Dacrah.

d. dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-buki; transaksi
pada kas umum Daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.

€. laporan BUD dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja periama setiap
minggunya kepada Bupati até.u dapat diserahkan sesuai kebutuhan yang disusun
dalam bentuk laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

f. BUD juga membuat register SPAD yang telah diterbitkan.

8. register SP2D secara otomatis diperoleh darj sistem aplikasi pengelolaurn kevangan

daerah yang terintegrasi.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Pasal 26
Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

a. Pajak Pusat yang  dipungut  oleh Bendahara

Pengelunrian . Berdiharg
Pengeluaran Pembantuy dan/atay Bendahara Khusus ]ainm.n SCstoa desigan
Peraturan P(,‘rundang—undangan dari setiap transaksi  Pemceringi, Divcerai

dengan pihak ketiga seperti PPh Pagal 21, PPh Pasal 22, PPhL
dan/atay PPN;

Pasal 25

b.potongan gaji Pegawai Sepertt iuran wajib Pegawai Penerima Up

Bupati, DPRD, ASN, Perbekel/Perangkat Desa dan Pegaw

ah antara lain
al Lainnya, simpanan

peserta Tapera, PPh Pasa] 21, Taspen, iuran Jaminan kesehatan, iuran jaminan

kecelakaan Kerja dan jaminan kematian;dan

C.uang jaminan dan/atay Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pthak ketiga

hi.




ker'ada Pemerintah Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan vang memitiii
risiko kegagalan dalam pelalisanaannya  atau Jaminan  lainnva sosuog
ketentuan Peraturan Perundang—undangaﬁ.
d.Jenis Kas Transitoris lainnya scsuai ketentuan Peraturan Perndang -
undangan.
Pasal 27
Pengelolaan Kas Transitoris dilakukan schagai bagian dari transulosi Lelonja
Daerah dan/atau pendapatan Daerah sehingga dasar peneatatannya
menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan
transaksi.
Pasal 28
(1) Penerimaan Kas Transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan Pihak Ketiga.
(2) Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada alkun
perhitungan Pihak Ketiga.
{3) Transaksi ini tidak mempengaruhit SiLPA sehingga tidalk dilaporkan dalam
laporan realisasi anggaran namun informasinva disajikan dalam neraca
sebagai utang perhitungan Pihak Ketiga dan di laporan arus kas dibagian

aktivitas Transitoris sesuai dengan SAP.

Pasal 29.
Penerimaan Kas Transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh
digunakan untuk operasional belanja karena dalam Jangka waktu tertentu harus
dibayarkan ke Pihak Ketiga.
Pasal 30
Terkait Kas Transitoris berupa jaminan, terdapat beber_apa ketentuan sebagal
berikut: ‘
a. dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuaj kontrak,
Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai
Pendapatan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli Daeral vang s:ih.

b. Pendapatan Daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga vang

tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk
mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam

mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.

Pasal 31
Pelaksanaan pengelolaan penerimaan Kas Transitoris dan pengelinran Kas
Transitoris  dilaksanakan olech  BUD, Bendahara Pengeluarasn i/ g

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

rj.




Pasal 32
Proses penatausahaan Kas Transitoris memuat informasi, aliran data, serta

beénggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 33
Pelaksanaan Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Penge

Pengeluaran Pembantu sebagai berikut :

luaran/Bendahara

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara

Khusus lainnya sesuai Peraturan Perundang-und

angan sebagan waijilh PUngg

pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan, wajib memungi Pigale st

pembayaran belanja melaluj UP, Ganti Uang (GU), Tamibalig, sl (T,
Langsung (LS);

b. Bendahara Pengeluaran/Bendaharn Pengeluaran Pembauta " Bend b

Khusus lainnya sebagai wajib pungut  pajak sesuai Peratura Perandayg.

undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan bpajak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara: dan

Cc. Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus lainnya

sebagai wajib pungut pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

Pasal 34
(1) Pengelolaan Kas Transitoris di kuasa BUD, dilaksanakan sebagal berikut
a. dalam hal Kas Transitoris yang melekat pada transaksi makea penyetoran
Kas Transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya dari
belanja yang menggunakan mekanisme Langsung (LS) ditakukan langsung
oleh Bank;
b. pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau
rekening penerima lainnya, Bank juga melakukan pemindahbukuan kas
transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan;
¢. Pelaksanaan pengembalian uang Jaminan dilaksanakan sebagai berikut :
1. uang jaminan disetorkan oleh pthak ketiga yaitu penyedia barang/jasa
ke rekening RKUD, .

2. uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah
menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Dacrah.

3. pencairan uang jamihan dilakukan dengan Surat Perintah RUD vang
berisi:
a) perintah pencairan uang;
b} besaray vang jaminan yvang akan dicairkan;

¢) pthak penerima dan nomor rekening yang dituju; dan




d) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penvedia

barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya,

(2) Pelaksanaan uang jaminan yang tidak dikembalikan sebagai berikut :

a. dalam hal Pihak Ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga;

b. Pemerintah Daerah mendanai  kewajiban pihak  ketiga dengan

menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan;

¢. PPKD melakukan reklasifikasi menjadi lain-lain pendapatan asli Daerah
yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai

hutang Pihak Ketiga.

BAB 1V
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN
Bagian Kesatu
Umum
Penerimaan Daerah
Pasal 35

(1} Semua Penerimaan Dacrah dianggarkan dalam APBD duan PCTTYCLOT Y G
melalui RKUD.

(2) Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan  eratunrog
Perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan
pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.

(3) Penerimaan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Bendahara Pencrimaan vang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam hai objek pendapatan Daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis
Wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya
langsung pada badan, Lembaga keuangan atau Kantor Pos yang bertugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk
Bendahara Penerimaan Pembantu.

(o) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor
seluruh penerimaannya ke RKUD paling lambat dalam walktu 1 (satu) hari.

(6) Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu pada hari kerja berikutnya setelah penerimaan diterima dapat dilakukan
dalam hal penerimaan diterima pada hari libur/yang diliburkan.

(7) Penyetoran Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu paling lambat 2 (dua) hari kerja dalam hal :

a. kondisi Geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan

keterbatasan jasa keuangan;

ml.



1

(3)

(S)

(1)

=

s
L]

Penyetoran penerimaan pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setclah Kuase BUD

menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.

Penerimaan pendapatan Daerah ke RKUD secara non tunai diugeap sah
setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembanty melalkukan

validasi,

Dalam rangka  akuntabilitas  penerimaan pendapatan, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi secara

periodik dengan Bank.

Pasal 37
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD wajib
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyvetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Pengendalian atas pencrimaan  dan  penyetoran Pendapatan Daerah
menggunakan buku sebagai berikut:
a. laporan penerimaan dan penyetoran;
b. register Surat Tanda Setoran (STS);

c. buku kas urmnum; dan

d. buku pembantu yang terdiri dari buku kas tunai dan buku Buank,

Dalam melakukan pembukuan tersebut, Bendahara Penerimaan
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara

lain:
a. tanda bukti penerimaan:
b. Surat Tanda Setoran (STS);

C. nota kredit bank; dan

d. bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas,

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,
lain:

antara

a. pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai;

b. pembulkuan atas pendapatan yang diterima melaly rekening hendahar

penerimaan; dan

C. pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum 1) ool

Pembukuan vang diakukan oleh Bendahara Penierimaus Tiondatir,

Penerimaan Pembantu memuat mformasi, aliran data, serta PCre o o

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektroniic.




(6)

(4)

(7)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung
jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bendahara Peﬁgeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu schagal wajib
pungut PPh dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh pcenerimaan
potongan dan pajak yYang dipungutnya ke RKUD.

Besaran UP maksimal masing-masing Bendahara Pengeluaran ditetapkan
berdasarkan perhitungan belanja operasi dikurangi belanja pegawai dibagi 12
(dua belas) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaj dasar permintaan dembayaran scsuai
g 1 )

kebutuhan SKPD setiap triwulan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penatausahaan Belanja dengan Uang Persediaan
Pasal 41

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan
sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD,

Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam Surat Keputusan PA
tentang Besaran Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembaniu dengan
mempertimbangkan usul Bendahara Pengeiuaran.

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pe'n'geluarz.m/i”ﬁt.‘nde-ll'lare'l

Pengeluaran Pembanty dapat melakukan pembavaran  seeng

setealigus,
langsung kepada penyedia barang/jasa atay melalui pemberian Ui g
terlebth dahuly kepada PPTK.
Pembayaran belanja secara sckaligus kepada penyedia Barane - isa o
melalui pemberian wang pangar, dilakuloan dengan tertebih datbiig ccn o
pPersetujuan PA/KPA vang dituangkan dalam Nota Pencairan Do CNIPD] v

diajukan oleh PPTK.

Pemberian uang panjar berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD) dilakukan
S€cara mnon tunai melaluj pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

Dalam hal uang panjar lebih besar darj realisasi pembayaran belanja, PPTK
mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantuy melalul transfer lco rekening
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantuy membayar kekurangannya

kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.




(8) PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggimaan uann
Panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendalar, Pongeluar
Pembantu.

(9) Rekening PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuka atas nama

kegiatan PPTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala
SKPD. |

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
Pasal 42

Pengajuan Uang Panjar dilaksanakan sebagai berikut:

a. belanja uang panjar digunakan untuk belanja uang perjalanan dinas, belanja bahan
bakar minyak, belanja untuk kegiatan yang mengharuskan dibayvar dimuka, belanja
jasa pengurusan kendaraan bermotor, belanja kepada pthak ketiga vang nominalnya
dibawah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. PPTK menghitung kebutuhan uang  panjar yang berdasarkan rencana
pelaksanaan sub kegiatan dan DPA-SKPD;

C. PPTK menyiapkan Nota Pencairan Dana (NPDj;
PPTK menyampaikan Nota Pencairan Dana (NPD} kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan;

e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap Nota Pencairan Dana {(NPD) dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantuy;

f. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang telah mendapat persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanty
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunal melalu;j

pemindahbukuan dari rekening  Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembanty ke rekening PPTK.

Pasal 43
Pelaksanaan Belanja dengan uang panjar dilaksanakan sebagal beriki
a. PPTK melakukan belanja scbagal pelaksanaan sub kegiatan vine 1., ol

setelah menerima uang panjar:

b. PPTK saat pelaksanaan belanja diwajibkan untuk mendapathon b, bieb oo
yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil;
PPTK dalam mercalisasikan uang panjar dilakukan secara non tunai;

d. dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atay pelaksanaan sub

kegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja  yang




menggunakan uang pPanjar dilampiri dengan bukti-bukt;j yang sah dan print
out rekening koran, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara

Pengeluaran untui diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban

belanja;

berdasarkan hasi] verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat Kelkurngan
pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahar: Pengeluaran
melakukan pembayaran kekurangan Pembayaran tersclut SCCOra ot
melaliai Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran i Feeninge

PPTK;

berdasarkan hasil verifikast atas rekapitulasi belanja terdapat Kelotbaho, g
panjar, PPTK melakukan bengembalian kelebihan Uang panjar sccara nopn
tunai melalu;j pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara

Pengeluaran.

Bagian Keempat
Permintaan Pembayaran
Pasal 44
Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pehge]uaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melalyj mekanisme UP, Ganti Uang (GU), Tambahan
Uang (TU), Langsung (LS),
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPpP kepada PA melalui PPK-SKPD
berdasarkan SpPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,
Pengajuan Spp kepada Kpa berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan
lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembanty, melalui PPK Unit
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamalkan dengan SPD.
Pengajuan Spp kepada KPaA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembanty melalui PPK-
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,
SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TU, dan SPP-LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP-TU dan SPP-LS.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP, diajukan dengan mcelampirkan
Keputusan Bupati tentang besaran UP.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka mengganti UP,
Pengajuan SPP-GU dilampiri dengan dokumen aslj pertanggainspawaliag

penggunaan UP,




(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Pingajuan SPP-GU minimal 50% (Lima Puluh Persen) dari UPpP vang
digunakan. ‘

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarén UP ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembanty mengajukan
SPP-TU untuk Imelaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak
dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/SPP-GU.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.
Dalam hal sisa Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulan, sisa Tambahan Uang (TU) disetor ke RKUD.

Pengajuan SPP-TU cdilampiri dengan daftar rincian rencana PenTenman
dana.

Ketentuan batas wakty penyetoran sisa Tambahan Uang (TU} dike cunlika
untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebih 1 (satu) bulan; dan/arig

b. kegiatan yang mengalam! perubahan Jjadwal dari Vit tedanly

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendatli PA/KPA.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS difakukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk pembayaran:
a. gaji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan Barang/Jasa: dan
c. kepada pihak ketiga lainnya sesuaj dengan ketentuan Peraturan
Perundang—undangan.
Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan Barang/Jasa
dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantuy dalam hal PA
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan Barang/Jasa
oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalu;
PPTK.
Pengajuan SPpP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yvang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang—undangan.
SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara
lain:
a. hibah berupa uang;
b. bantuan sosial berupa uang;

€. bantuan keuangan:




(2)

(3)

(4)

d. subsidi;

e. bhagi hasil;

. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang
terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan

pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah atas Putusan Pengadilan, dan

aQ

rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau rekomendasi
BPK.

Bagian Kelima
Perintah Membayar

o Pasal 45
PA/KPA memiliki kewenangan untuk perintah membayar.

Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP kepada
Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah
digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU.

Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada
Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

Berdasarkan SPP.LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantuy, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakulin VO asT G
a. kebenaran materii] surat bukti mengenai halk pihak penagih:
b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/schubun e, oy

ikatan/pe:’_ianjian pengadaan barang/jasa;
¢. ketersediaun dana vang bersanglkutan.
Berdasarkan hasi) verifikasi, PA/KPA memerintahkan Pembayarai atas e,
APBD melaluij penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhj svarat, PA/KPA tidak micnerbitkan
SPM-LS.
PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasi] verifikasi tidalk
memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya
SPP.

Pasal 46

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
Pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembanty.
PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan

hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran Langsung (LS) dan/atau

Tambahan Uang (TU) dari Bendahara Pengeluaran Pembantu,




(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahu, ANYOGEL
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat
menunjuk  Pejabat yang diberi wewenang uantuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukan Pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap  SPM,

pPencatatan pada register SPM.

melakukan

Bagian Keenam
Perintah Pencairan Dang
Pasal 47

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM vang diterima dari PA/KPA
yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua} hari sejak SPM diterima,
Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat

Pernyataan tanggung jawab PA/KPA:
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum

dalam perintah pembayaran;
¢. menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan
d. memerintahkan Pencairan dana sebagal dasar Pengeluaran Daecrah,
Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D (idak

diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak cditerimegiva SN,

Bagian Ketujuh

Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Pasal 48
Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja Dacrali. 1endali .,
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan huku-huky

sebagal berikut:

a. buku kas umum:

b. buku pembantu bank:

¢. buku pembantu kas tunai,
d

buku pembantu pajak;




(2)

€ buku pembantuy panjar; dan

f. buku pembantu Per sub rincian objek belanja.

Pencatatan buku-buku dj atas bersumber pada data, antara lain:
a. bukti transaksi yang sah dan lengkap;

b. SPP—UP/SPP—GU/SPP—TU/SPP—LS;

C. SPM~UP/SPM—GU/SPM—TU/SPM-LS;

d. SP2D; dan

€. Dokumen pehdukung lainnya sesuai Peraturan Perundang—L_nuI:mgzn1.

(3) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemban iy

wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan

Buku Kas Umum dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Pasal 49

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawahbkan
penggunaan UP/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU)/Lan}_{sung (LS)
kepada PA melajui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh ) bulan
berikutnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKpp wajil
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yvang
menjadi tanggung Jawabnva dengan menvampaikan Laporan
Pertanggungjawaban (LP.J) pengeluaran kepada PPKD paling lambat ¢
10 {sepuluh) bulan berikutnya,

anggai

PPK-SKPD melakukan Verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

pPenggunaan UP/ Gantj Uang (GU)/ Tambahan Uang (TU) dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a.meneliti  transaksij belanja  beserta tanda  bukt: belanja vang
terdokumentasikan dalam buku atay laporan terkait;

b. menelitj penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atay
laporan terkait; dan

¢. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan
pengeluaran kas.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK-SKPD

akan pengajuan penanciatanganan dan persetujuan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara sccara administratif Kepada A

PA menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendabig Vang

sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.



1
L]

(6) Dalam rangka Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran
maka:

a. setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ} Bendahara Pengeluaran
ditandatangani oleh pa, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk
ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

b. PPKD selaky kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandat

angani
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran schagai

bentuk persetujuan.

Pasal 50
{1} Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputg;

a. pertanggungjawaban pPenggunaan Limpahan Up

1. pPertanggungjawaban penggunaan UP ditlakuican Bondaliag g
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan 1)

2. pertangeungjawaban PENggunaan limpahan Up disampinle o e
KPA mclalui PPIC-Unijt SKPD berupa Laporan Pertanggung ca i (L0

limpahan Up yang dilampiri bukti-buktj belanja yang lengkap dan sah.

3. Laporan Pertanggungjawaban limpahan UP disampaikan kepada
Bendahara_ Pengeluaran sebagal  dasar Penyusunan  Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran.

b. pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang (TU)

1. Pertangzungjawaban penggunaan Tambahan Uang (TU} dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah Tambahan Uang (TU) vang
dikelolanya telah habis/selesaj digunakan untulk mendanal suaty
sub kegiatan atay telah sampai pPada walkty }féllilg ditentukan sCcjak
Tambahan Uang (TU) diterima,

2. pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang (TUj disampaikar
kepada Kpa meialuj PPK—SKPD/PPK~Unit SKPD berupa Laporan
Pertanggungja‘Afalban (LPJ)-Tambahan Uang (TU) yang dilampiri bulr;-
bukti belanja yang lengkap dan sah.

3. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD  melakukan verifikasi terhadap  Laporan
Pertarlggungjawaban (LPJ) penggunaan Tambahan Uang (TU] sebelum
ditandatangani oleh KPA.

C. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat

tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, di.lampiri:

. buku kas umum; dan

2. laporan penutupan kas.



(2)

(1)

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan  verifikasi terhadap  Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) sebelum ditandatangani KPA untulk mendapatkan

persetujuarn.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Talhun Anggaran

Pasal 51

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/
kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran
dapat terjadi akibat:

a. keterlambatan pembayarlan terhadap pekerjaan yang telah disclesaikan

100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;

b.perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Pe raturan
Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan
jasa;

¢. keadaan di luar kendalj Pemerintah Daerah dan/atau penyedia harang dan

Jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai ketentian Peraturan

Perundang—undangan; dan

d.kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentu:i, Poraturan

Perundang-undangan antara lam hasil Putusan Pengadilan vaie horsig

tetap.
Pelaksanaan pembayaran  atas keterlambatan pembayiario tertorcig
pekerjaan yang telah  diselesaikan  100%, (seratus  persen) Prodia tabogr

berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai beriku-

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah perubahan APBD:

b.pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.,

C. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagad

dasar pelaksanaan pembayaran,

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan Peraturan Perundangnundangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan Jasa, Pemerintah Dacrah melakuican tahapan scbagai

berikut:

a.melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan




diberitahukan kepada Pimpihan DPRD untuk selanjutnya ditamp ung dalam
Peraturan Daerah perubahan APBD:

b.pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

€. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan

pembayaran.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendalj Pemerintah
Daerah dan/atau penyedia barang dan Jasa termasuk keadaan kahar (force

majeure) sesuai ketentuan Peraturan Perundang—undangan, Pemerintah

Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

a.Kepala SKPD rmeneliti secbab-sebab terjadinya keterlambatan penvelesatan
pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa
keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalajan penyedia

barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa ;

>

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (orce majeure] sesuaj Peraturan

Perundang--undangan;

¢. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah Perubahan APBD;

d.pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,

kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan: dan

€. mengesahkan DPA-SKPD atay Perubahan DPA-SKPD dan Srp sebhagai

dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pPembayaran atas kKewajiban lannya Pemeriniah Dacrah sosu

dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan antara o b Ut isan
Pengadilan yang bersifat tetap, Pemerintah Daerah melalouicn Fadtan

sebagai berikut:

a. Kepala SKpp meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerinate Docrar,
sebagai dusar Penganggaran dalam APBD:

b.melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran \1i3)) clon
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampuing d

Peraturan Daerah Perubahan APBD;

alam

C. pembayaran atag kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan: dan
d.mengesahkan DPA-SKPD uatau Perubahan DPA-SKpD dan SpPD sebagai

dasar pelaksanaan pembayaran.




(6) Dialam rangka pelaksanaan pekrtrjaan/pembayaran atas thkatan

(5)

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya Sesuaj dengan ketentna, Poraturan
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang  mchapo
tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu  oloh Aprauat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuaj dengan Peraturg Porundano

undangan.

Hasil reviy Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sulalh satu
dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagain Kesembilan
Belanja Wajib Dan Mengikat
Pasal 52

Belanja yang bersifat wajib yaity belanja Yang harus dikeluarkan dalam
rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Belanja yang hersifar mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harys dialokasikan oleh Pemerintaly Daerah dengan jumlah vang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tabun anggaran yang bersangkutan.
Belanja yang bersifat wajib dan mengikat meliput; :
a. gaji PNS;
b. honorarium tenaga honor Daerah:

. rekening ajr;

Q. o

- rekening telepon;

g

. rekening listrik;

-

asuransi premi;
. bahan bakar minyak:

g
h. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan

1. pembayaran PBB aset Daerah.

Belanja yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
ayat (2) setinggi-tingginya sebesar angka APRD tahun anggaran sebelumnva untuk

membiayai keperluan setiap bulan.
Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajii schagaimana

dimaksud bada ayat {1} dan avat {2) dilaksanakan Sesuat ketentunn Peryra,
Perundang—undangan.
Bagian Kesepuluh
Sub Kegiatan Yang bersifat Tahun Jamak

Pasal 53

Dalammelaksanakan sub kegiatan yang Dbersifat tahun jonk {rediiygen ),

harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah.




(2) Pinganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama

antara Bupati dan DPRD.

(3) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani bersamaan

dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

(4) Peraturan Daerah yang bersifat tahun jamak sekurang—kurangnya memuat;

a. nama sub kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.
(3) Sub Kegiatan tahun Jamak dengan kriteria meliputi;
a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan vang

2ot

merupakan satu  kesatuan untuk menghasilkan s, Ol

memerlukan wakty penyelesatan lebih dari 12 (dua belas) bulin:

b.pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut stlatnva

telams

Yl

harus

tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanarnan

benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan

obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan peng

cleaning service.

¢.jJangka wakty pelaksanaan tahun Jamak tid
Bupati.
d.dalam hal pelaksanaan tahun jamak,

sebelum alkhir tahun anggararn,

disclesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN
Pasal 54
Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan dan Pengeluar

ketentuan dan dilakukan melaly; RKUD kecuali unit kerja yang berstatus BLUD.,

BAB ViI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama
Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan re

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

adaan jasa
ak melampaui masa jabatan

masa jabatan Bupaii berakhir

sub kegiatan tahun Jamal dimualisud dapat

an dilaksanakan sesuaj dengan

alisasi semester pertama APBD dan




(2)

(1)

(2)

(3)

Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Jul

tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Akuntansi dan Pemerintah Daerah
Pasal 56
Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan entitas akuntansi dan

entitas Laporan,

Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Dacrah dan
kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pasal 57

Laporan keunangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri
dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD vang menvatakan bhahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah disclonagaralkm
berdasarkan sistemn pengendalian intern yang memadai, SAD. doon cesya
dengan ketentuan Peraturan Perundang~undangan.
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih di s, o
disajikan oleh BUD sebagai bagian dari Laporan Kewangean  Loopsaoida.
Entitas Pelaporan,
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lelil, dilaunpiri

dengan Surat Pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kag yang

menjaci tanggung Jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan  sistem
pengendalian intern yang memadai, SAP, dan sesuar dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangam.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk bulanan berupa Laporan

Realisasi Anggaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah untuk semesteran berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporain Operasional, Laporan Perubaharn Elkuitas, dan

Neraca.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data,

penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.




BAB VIII
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

Hibah dan Bansos meliputi:

a.
b.

@]

a.

(2)

(1)
(2)

penganggaran,;
pelaksanaan dan penatausahaan;

pelaporan dan pertanggungjawaban;
monitoring dan evaluasi pemberian Hibah: dan

Bansos yang bersumber dari APBD

Pasal 59
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berupa uang, Barang/Jasa.

Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berupa uang atau Barang,

Pasal 60
Hibah berupa uang menjadi tanggung jawab PA pada masing-masing SKPD.

Hibah berupa Barang menjadi tanggung jawab PA pada masing-masing SKPD.

Pasal 61
SKPD selaku pengelola Hibah melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, monitoring dalam pengelolaan belanja Hibah dan Bansos.
SKPD kemudian menerbitkan SPM dan BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2p
persetujuan yang diberikan oleh SKPD selaku PA.

aias

SKPD diberi kewenangan dalam pengelolaan Hibah dan Bansos sesual dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Tugas masing-masing SKPD scbagaimana dimaksud pada avat (3) yvaity

a. menerima dan melakukan verifikasi terhadap berkas pProposal s drogdng ol

pemohon;
b. melakukan cvalugsi lerhadap proposal vang diajukan  olch Dotine e oy
rangka penyusunan anggaran;

¢. menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi atas proposal Hibah dan Bansos
kepada TAPD;

d. menyiapkan dokumen administrasi berupa NPHD, kuitansi, Berita Acara Serah
Terima Hibah dan Bansos;

¢. melakukan monitoring dan evaluas;j terhadap pelaksanaan pemberian Hibah dan

Bansos serta melaporkan hasilnya kepada Bupati,

"




(1)

(1)

Bagian Kedua
Hibah
Paragral 1
Umum
Pasal 62

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

a. Pemerintah Pusat; ‘

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia,

Belanja Hibah b‘erupa uang, barang/jasa dapat dianggarkan dalam APBD scsuaj

dengan kermnampuan keuvangan Dacrah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan wajib dan belanja Urusan Pemermtahiin pilihan,

kecuali ditentukan lain sesuaj ketentuan Peraturan Pcrundang—Lmdang;m.

Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pPencapalan sasarapn., program,

kegiatan, dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuaj kepentingan Daeral dalam

mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan,  dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas.
dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 63
Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3)

vaitu kescimban gan
distribusi pemberian Hibah,

Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3} vaitu tindakan atau

Suatu sikap yang dilakukan secarg wajar dan proporsionai.

Asas rasionalitas sebagaiman_a dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3)

Hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.

yaltu pemberian

Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 avat (3) vaituy

pemberian Hibah diutamakan untyk pemenuhan kebutuhan masyarakat,

Pasal 64
Pemberian Hibah sebagaimana Jdimaksud dalam Pasal 62 ay
Kriteria paling sedikit

at (1) harus memenuhi

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidal mengikat:
c. tidak terus menerys setiap tahun anggaran, kecualj:
1. kepada Pemerintah  pyggy dalam rangka mendukuny peryelenee raan
Pemerintahan Daerah sepanjang tidak lumpang tindih pencdima.ng,. ol

SR

APBN sesuaj ketentuan Peraturan Pcrundangmndangan;

2. Partai Politik; dan/atau ﬁl




-
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3. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

d. memberikan nilaj manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

€. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

(2} Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksuc! pada ayat
(1) huruf ¢, dalam pengertian penerima Hibah tidak dapat menerima Hibah kembali
dalam jangka wakty sekurang-kurangnya saty tahun setelah menerima Hibah,

(3) Penerima Hibah tidak dapat menerima Hibah lebih dari 1 (satu) Kol datun tahu
anggaran berkenaan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuna Poraturan
Perundang-undangan.

{4) Pemberian Hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan Kepoada Bropas

(5) Penerima Hibah bertanggungjawah secara formal dan material alas Pty thib
yang diterirnanya.

Pasal 65

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 avat (1)
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non-
Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannva dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuaj dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi Urusan Pemcrintahan
bidang Administras; Kependudukan dapat memperoleh Hibal dari Pemerintah Daerah
untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik.

(4) Penyediaan sctiap keping blangko Kartu Tanda Penduduk clekironil: tdak didenai

dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pencdapatan dan

Belanja Negara.

(S) Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam

tahun berkenaan.

Pasal 66

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 02 ayat

(1) huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Dacrah sesuaij

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)

huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk menecruskan Hibah yang diterima Pemerintah

Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

¢

undangan.
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(2)

(1)

2)

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang
kecuali uang atau jasa.

Pasal 68
Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam P

asal 62 ayat (1)
huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:

a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan:

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan

terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau

C. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok

masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaj
dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui olch Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melaluj pengesahan atau penclapan

dars
Pimpinan instansi vertikal atau  Kepala SKPD  terkait sesuui dengan
kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perunding vnd oo don
memenuhi kriteria  yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesua dengin
kewenangannya,

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persvaratan paioe sedill

a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;

b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/ Perbekel, dan

¢. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Dacrah dan/atau badan
dan lembaga yang berkedudukan di iuar wilayah administrasi Pemerisiah Dacrah

untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegilatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

Pasal 69
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dimaksud dalam Pasal 62 avat (1) huruf d
yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakalan yang
berbadan hukum, yayasan atau organisas: kemasyarakatan vang berbadan hukum
perkumpulan, yvang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian
yang membidangi urusan hukum dan halk asasl manusia sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:

a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan

¢. memiliki Sekretariat tetap di Daerah yang bersangkutan,

"



(1)

Pasal 70
Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partal politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sesuaj dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partal politik dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan kelentuan Peraturan P@rundang—unclangan.

Paragraf 2
Penganggaran
Pasal 71
Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terk

objek, rincian objek, dan sub rincian objek p

ait dan dirinci menurge
ada program, kegiatan, dan suh kegiatan
sesual dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah
Daerah sesuaj dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan vang bertujuan
untuk  menunjang peéncapaian sasaran program, kegiatan dan sulb kegiatan
Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan
Pemerintahan umum sesuaj dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan dan
lembaga serta organisas; kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (1) dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertuhs kepada Bupati melalui

Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan dilengkapi proposal.

Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagaimana  dimalksud Pt v
mendistribusikan usulen dimaksuyd kepada SKPD/Unit Kerja tevkait = Diclanyye
urusannya.

Usulan tertulis sehagaimana dimaksud pada avatr (1) ditandatansan - ditabhuiy

stempel oleh:

a. Pimpinan/l\'cLua/Kepala atauw sebutan lain Instans:/Satuan Kerpa Dags I mcrad
b. Bupati/Walikota buagi Pemerintah Daerah lain;

¢. Direktur Utama atau sebutan lainnya bagi Badan Usaha Milik Daerah; dan

d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dan Qrganisasi

Kemasyarakatan.
Proposal untuk permohonan Hibah berupa uang paling sedikit memuat
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenal fakta dan

permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan drajukannya

usulan Hibah oleh calon penerima Hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya

y

kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;




C. susunan kepengurusan badan, lembaga -dan organisasi Kemasvaridhation berisi
uraian  tentang susunan pengurus t'i_éri badan, lembags i, OFEanIsis]
kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah:

d. domisili  Sekretariat Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan heris
uraian tentang keberadaan/alamat Sekretariat  dari Badan, Lembaga, dan
Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah dan nomor telepon
yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

€. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon
penerima Hibah;

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;

g. rincian kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biava, berisi uraian lentang
perhitungan mengenal Kebutuhan blaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya: dan

h.tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Hibah (Pimpinan/Ketua) serta
stempel/cap Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dengan diketahuj
Perbekel/Lurah dan Camat setempat.

Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi malka Rencana Anggaran

Blaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g harus dibuat dan ditandatangani

oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki Kompetensi dalam bicang

konstruksi.

Proposal untuk permohonan Hibah berupa barang paling sedikit memuat ;

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai {akta dan

permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya keglatan dan diajukannya

usulan Hibah oleh calon penerima Hibah;

- maksud dan tWuan, berisi uraian tentang maksud dan tuju

kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;

an di]ak:;anakannya

€. susunan kepengurusan Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasvarakatan beris

uraian tentang susunan pengurus  dari Badan, Lembaga dan Organisasi

Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;

d. domisili Sekretariat Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasvarakatan s nraion

tentang keberadaan/alamat Sekretariat dari Badan, Lembagi dan Orenisas

Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah dan nomor telepon vang dapay

dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

€. Jents dan jumiah barang vang dimohon, berisi uraian tentang jems b ugnial,

barang yang dimohon olch calon pencrima Hibah kepada Pemerinial Procer iy aan
f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Hibah (PImpinan; keiua) ser
stempel/cap Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dengun diketahui

oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat.




(7) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(8} Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu SKPD selaku
pengelola Hibah dan Bansos yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61,

(9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan stundanr s harg
yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila Komponen vano
dibutuhkan tidak terdapat dalam  standar satuan harga, nake clepa
menggunakan harga pasar vaing berlaku saat itu:

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahon sert el
lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis Kegratanmnyag

C. memastikan keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan vang
mengajukan usulan Hibah (tidak fiktif);

d. memastikan domisili/alamat Sekretariat Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal vang diajukan oleh calon

penerima Hibah:

€. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Hibah belum dilaksanakan
oleh calon penerima Hibah;

f. meminta dokumen pendukung vang diperlukan sesual kebutuhan, antura lain -
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerima Hibah;

2. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan Badan, Lembaga dun Orgarisasi

Kemasyarakatan atay penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat
berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkalan sebagal pengurus

atau dokumen lainnya yang dapat dipc—:rtanggungjav\-'ablf.an;

3. surat pernyataan tidak terjadi konfljk mternal yang ditandatangan: oleh calon
penerima Hibah, Badan, Lembaga dan Organisasj Kemasyarakatan:

4. fotokopi  bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau  surat

pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah/ Perbeicel
(apabila kegiatan yang diajukan merupakan  pekerjaan konstruksi) serta
dilengkapi dengan foto;
S. fotokopi sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atay sejenisnya dari yang menandatangani
Rencana Anggaran Biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan
konstruksi); dan
6. fotokopi rekening bank Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.
(10) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayvat (6} dan ayat (7) menyvampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini Badan

"

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.



(11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksycl pada ayat

(12)

(1)

(3)

(10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling lama disampaikan pada
bulan Maret tahun berkenaan.dan/atau sebelum penyampaian KUA dan PPAS untuk
APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lama
disampaikan pada bulan Juni dan/atau sebelum penyampaian KUPA dan PPASP pada
tahun anggaran berkenaan.

Contoh format rekomendasi belanja Hibah sebagaimana tercantum daiam Lampiran ]I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73
Pertimbangan TAPD atas rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah daiam

rancangan KUA dan PPAS serta PPAS dan rarcangan KUA/PPAS Perubalion
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud padaavat (o el
anggaran Hibah berupa uang, barang/jasa.

Contoh format pertimbangan TAPD sebagaimana tercantum dalon Lo an 1 v

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74
Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD,
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dun ayat (2)

menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APRD sesual  ketentuan Peraturan
Perundang—undangan.

Pasal 75
Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 aval {1} dianggarkan
dalam kelompok belanja operas;, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah dan rincian
objek belanja Hibah pada masing-masing SKPD.
Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah schagaimana d

ayat (1) melipui :

Imaksud pade

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
¢. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan  hukum

Indonesia.
Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program

dan kegiatan, yang diuraikan kedalam Jenis belanja barang dan jasa , objek belanja

"



Hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang
diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 76
Bupati mencantumkan daftar penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah dalam

Lampiran 11l Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 77

(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
(2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
Pasal 78
(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama ocleh
Kepala SKPD dan penerima Hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenai:

a. pemberi dan penerima Hibah;

b. tujuan pemberian Hibah;

C. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;

€. tata cara penyaluran/ penyerahan Hibah; dan

f. tata cara pelaporan Hibah.

(3) Dalam hal penggunaan dana Hibah yang diberikan akan dilakukan secirn swakelol,
Pejabat vang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yaitu PA selaku TR
pada SKPD.

(4) Contoh Format NPHD scbagaimana tercantum dalam Lampiran Il yane Merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

(1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang
atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati, yang disiapkan oleh
SKPD/Unit Kerja terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan Hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah
dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Penyerahan Hibah berupa uang kepada penerima Hibah dituangkan dalam Berita

Acara Serah Terima Uang.

o




(3} Penyerahan Hibah berupa barang kepuda penerima Hibah dituangkon o e 16a0)
Acara Serah Terima Barang. N
(6) Pencairan Hibah dalam bentuk vang dilakukan dengan mekanismec ptmbniirin
Langsung (LS) sesuaj dengan ketentuan Peraturan Perundang—undangan. .
{7} BUD/Kuasa BUD mempunyai tugas memproses permintaan pembavaran dan

pencairan Hibah berupa uang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Proses pembayaran atas belanja Hibah dilakukan melalu; SKPD.

(2) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan Hibah beserta proposai Hibah
kepada Kepala SKPD sesuai bidang kewenangannya.

(3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal yvang diajukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan data terbaru sesuaj dengan kondisi clj lapangan.

(4) Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah berupa vang dilakukan oleh SKPD/ Unit Kerja
terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan  pencairan  Hibah beserta
kelengkapan persyaratan Hibah kepada Bupati.

(5) Dokumen permohonan pencairan Hibah scbagaimana dimaksud pada avat (4)
disampaikan dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut:

a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain, meliputi:
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari SKPD /unit kerja terkair;

- usulan Hibah;

. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
. NPHD; '

U kW N

- rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;

>

- fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan/atau indentitas |
instansi penerima Hibah;

almnva pimpinan

~J1

. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut

masih aktif atas nama mstansi;

8. kuitansi bermeteraj cukup, ditandatangani oleh pencrima

Hibah (pimpinan
instansi);
9. pakta integritas dari penerima  Hibah yang menyatakan balvao (1, Vi
diterima akan digunakan sesuaj dengar NPHD: dan
10. Hibah kepada Pemerintah Daerali lain melampirkan Keputusin SChenad vty

pemekaran.
b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah, meliputi:
I. surat bengantar permohonan pencairan Hibah dari SKPD/unit kerju terkait;
2. bukti penerusan Hibah Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daeraly;

3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
4. NPHD;

S.rincian penggunaan Hibah Badan Usaha Milik Daerah;




6. fotockopi Kartu [dentitas Penduduk (K;I‘P) atau identitas lainnya dari pimpinan
dan bendahara (atau sebutan lain) Bad.an Usaha Milik Daerah;

7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut
masih aktif atas nama Badan Usaha Milik Daerah;

8. kuitansi bermeteraj cukup, ditandatangani pimpinan dan bendahara at
sebutan lain, dan distempel; dan

all

9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibuh yeurg
diterima akan digunakan sesuaj dengan NPHD,
¢. Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, meilpuli:

- Surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari SKPD/unit keiju terkait:
-usulan Hibah;

1
2
3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
4. NPHD;
S. rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
6. fotokopi  Kartu Identitas Penduduk (KTP) atau indentitas lainnya
ketua/pimpinan dan bendahara badan, lembaga/organisasi penerima Hibah:
7. fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif
atas nama Badan, Lembaga/Organisasi penerima Hibah;
8. kuitansi bermeterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan dan bendahara,
distempel Badan, Lembaga/Organisasi penerima Hibah: dan
9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang
diterima akan digunakan sesual dengan NPHD.
(6) Dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD melalui
Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS beserta dok
untuk diajukan kepada PPK-SKPD.

umen kelengkapannya

(7) PPK-SKPD memeriksa berkas SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk
diterbitkan SPM oleh Kepala SKPD.

{8) SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk
diterbitkan SP2D yang ditujukan kepada pemohon Hibah.

(9) Pemohon Hibah dapat mencairkan SP2D tersebut ke Bank Persepsi yang telah
ditunjuk.

(10) Untuk Sckretariat  Daerah penandatanganan nota pencairan  dilukukan oleh
Pengguna Anggaran.

Pasal 81

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyedia Barang/Jasa; atau

b. swakelola.

'Y




{2) Jenis pekerjaan yang pengadaannya dilakukan melalui penyedia Barang/Jasa yaitu:

a. Pengadaan Barang;
b. Pengadaan Jasa Lainnya;
¢. Pengadaan Jasa Kenstruksi;
d. Pengadaan Jasa Konsultans;.
(3) Jenis pekerjaan yang pengadaannya dilakukan melaluj swakelola yaitu:
a. pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia:
b. pekerjaan yang operasinya memerlukan partisipasi langsung masyarakat,
pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia Barang/Jasa;

C.
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan rerlebih ¢

o

penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dan kegiatan SCIONIS;

e

pekerjaan untuk proyek percontohan dan survey vang bersilat khus s

g pekerjaan survey, pemrosesan data, pengujian, pengembangan sisten:

h. pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;

1. pekerjaan swakelola yang sesual petunjuk teknis haruys ciladaiann
swakelola.

(4) Proses Pengacuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada v (i),
pada ketntuan Peraturan Perundang-undangan, dengan ketentuan:
a. dilakukan oleh SKPD, untuk Hibah berupa Barang/Jasa;
b. dilakukan oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Ltk

berupa uang yang dilakukan secara swakelola.

[ B

ahulu;

denpan

iHI!I'!II

Hibah

(3) Pengadaan Barang/Jasa oleh organisasi masyarakat dilakukar dengan prinsip efektif,

efisien, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka dan bersaing.
(6) Penyaluran dana Hibah untuk pekerjaan yang dilakukan secara

kelompok masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan seb

switkelola oleh

agal herlleut:

a.diberikan 40% (empat puiuh persen) dari keseturuhan dana apabila kelompok

masyarakat telah siap melaksanakan swakelola;
b. diberikan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apalbi]

mencapai 30% (tiga puluh persen); dan

a pelerjaan welah

¢. diberikan 30%, (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan (elah

mencapal 60% (enam puluh persen).

(7) Pengecualian terhadap penyaluran dana Hibah sebagaimana dimaksud pada avar |

5]

yaitu untuk pemberian Hibah sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah)

yang dapat disalurkan sekaligus.

(8) Penyerahan belanja Hibah berupa Barang/Jasa dilakukan sctelah  persyaratan

dilengkapi sebagai berikut:

a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya:

1. Berita Acara Serah Terima bermeterai cukup, ditandatangant oleh Pimpinan

Instansi day, distempel;

nN -



2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah Barang/Jasa;
3. NPHD; dan

4. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah -

1. Berita Acara Serah Terima bermeterai  cukup, ditand atangani oleh
pimpinan/sebutan lain dan distempel;

2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah Barang/Jasa:

3. NPHD; dan

4. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.,

c. Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan :

1. Berita Acara Serah Terima bermeterai  cukup, ditandatangani oleh
Pimpinan/Ketua/sebutan lain dan distempel;

2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah Barang/Jasa;

3. NPHD; dan

4. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah vang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD:;

Pasal 82

(1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibul,

(2)

kepada Bupati melaluj SKPD terkait,

Laporan penggunzian Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud
paling sedikit memuat:

pada ayat {1

a.pendahuluan, berisj uraian  tentang gambaran umum MCngen
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Hibah;

b.maksud dan twuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya
laporan penggunaan Hibah;

Daerah dan NPHD;

d.realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah
dibelanjakan termasuk sisa anggaran vyang tidak digunakan untuk
membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal Hibah
yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

€. penutup, berisi uraian tentang hal yang perlu uﬁtuk disampaikan oleh
penerima Hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;

f. tanda tangan dan nama lengkap penerima Hibah (Pimpinan/Ketua) serta
stempel/cap Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;

g Surat pernyataan tanggung jawab penerima Hibah;
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h. fampiran, berisi dokumentasij kegiatan yang telah dilaksanakan.

(3) Penerima Hibah berupa Barang/Jasa mMenyampaikan laporan penggunaan
Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKP‘JD terkait.

(4) Laporan penggunaan Hibah berupa Barang sebagaimana dimaksud pada ayvat
(3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan Hibah berupa
Barang telah sesuai dengan proposal Hibah yang telah diajukan kepada

Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima Hibal,

Pasal 83
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKpD
dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa Barang/Jasa dicatat sebagai reaiisasi objek belanja Hibah pada

jenis belanja Barang/Jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 84

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

a.usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;

c. NPHD;

d.pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah vang
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal Hibah vang telah
diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD: dan

e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti scrah terima
Barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian Hibah berupa

Barang.

Pasal 85
(1) Penerima Hibah bertanggungjawab sccara formal dan  matcrial  aias
penggunaan Hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
a.laporan penggunaan Hibah;

b.surat pPernyataan tanggung jawah vang menvatalkan baiirwg il Vg
diterima telah digunakan sesuaj dengan usulan proposal 1ihal, cang telnh
digjukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD: dan |
¢. bukti pengeluaran vang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraiua
Perundang—undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajalkan bagi
penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang (Berita
Acara Serah Terima Barang) bagi penerima Hibah berupa Barang.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf

b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait, 2 (dua) buian setelah

kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulun Januari
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tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain  sesuai Peraturan
Perundang-undangan.

(4) Dalam  hal penyampaian pertanggungjawaban meclampaui  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diberikan sanksi kepada pencering
Hibah bersangkutan berupa, tidak diberikannya Hibah selam: o oy b
berikutnya dan/atau mengembalikan Hibah yang diterima.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada avar (2) hurar . iz
dan dipergunakan oleh penerima Hibah selakuy objek pemeriksann

(6) Terhadap pengginaan Hibah berupa uang dengan jumlah Rp. 500,600 000,00
(ima ratus juta rupiah) keatas dilakukan pemeriksaan/audit olch Kantor
Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(7) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaiksud pada
ayat {(6), dibebankan pada masing-masing penerima Hibah.

(8) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yvang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus bersifat atestasi
sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur sesuaj
ketentuan  Peraturan Perundang-undangan  untuk Lwuan  pelaporan

ertanggungjawaban.
58 &)

Pasal 86

(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah

dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa Barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai

dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebag
neraca.

al persedinan dalam

Pasal 87

Realisasi Hibah berupa Barang/Jasa dikonversikan sesuaj SAP pada  laporan

realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Bantuan Sostial
Paragraf 1

Umum
Pasal 88
(1) Belanja Bansos digunakan untuk menganggarkan pemberian bani g Bermpo wane
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atay Masyarakat vanyg
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untik retindungeg

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadion ORIy

g
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berkelanjutan.

(2) Belanja Bansos dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kejadian atau peristiwa yang
merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam,

atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bansos akan semakin terpuruk
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

(4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada avar (1) diartikan
bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampal penering bantian (el

lepas dari resiko sosial.

Pasal 89
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 88 avat (i1 meliputi
a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risilio ool At
b. Lembaga Non Pemerintahan ndang pendidikan, keagamaan, dan Didane Tain v
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yany mengalami

keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 90

(1) Bansos berupa uahg yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada peneruma
seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelavan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu.

(2} Bansos berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/alau masyarakat

terdiri atas Bansos kepada individu, keluarga, kclompok dan/atan masyvarakat vang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(3) Bansos berupa Barang vyaitu Barang yang diberikan secars langsung  kepada

penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar hiasa swasta

dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelavan miskin, bantuan

makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna soslal, ternak bagi kelompok masvarakat

kurang mampu,

Pasal 91
(1) Bansos yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada
saat penyusunan APBD.

{2) Bansos yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima danr/atau atas
usulan Kepala SKPD.

(3) Penganggaran belanja Bansos yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program. kegiatan,

dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.



Pasal 92

(1) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebéiumnya dialokasikan untuk kebutuhan
akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebih;
pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

(3} Penganggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam
Belanja Tidak Terduga.

(4) Usulan permintaan atas Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 93

Bansos memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektif diartikan bahwa Bansos hanya diberikan kepada calon penerima vang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan
sesual Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaon Lot dapaa

berkelanjutan diartikan bahwa pemberian Bansos tidak wajib dan ok higos

diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertenty dapat berkelanjut o dinrtik,

bahwa Bansos dapat diberikan sctiap tahun anggaran sampai penerina Doy

lepas dari risiko sosial; dan

b lah

d. sesuai tujuan Peaggunaan diartikan baliwg tjuan pemberian Bunsos . RN

1. rehabilitasi sosial;

2. perlindungan sosial

3. pemberdayaan sosial;
4. jaminan sosial;

. penanggulangan kemiskinan: dan

6. Penanggulangan bencana.

Pasal 94

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d angka 1 ditujulkan
untuk memulihkan dap mengembangkan kemampuan seseorang vang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secars wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 hural angka 2
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan
sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuaij dengan kebutuhan dasar minimal,




(3)

(5)

(6)

(1)

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 hurufl d angké’ 3
ditujukan untuk menjadikan sescorang atau kelompok masyarakat yang mengalam'i
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnys
Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d angka 4 merupakan
skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d angka 5
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap
orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyal atau mempunyai
sumber mata pencahérian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang lavak bagi
kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d angka 6

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi,

Pasal 95
Anggota,/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis Alas Parsos yang
direncanakan kepada Bupati melalui  SKPD  sesuai dengan  urusan dan
kewenangannva.
Penerima Bansos bertanggungjawab secara formal dan material atis DL U

Bansos yang diterimanya,

Paragraf 2
Penganggaran
Pasal 96

Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis Bansos yang direncanakan schagai

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) kepada Bupati.

mana

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilengkapi dengan data dari
calon penerima dari SKPD pengusul.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2] harus memenuhj persyaratan penerima
Bansos.

Pasal 97
Anggota/kelompok Mmasyarakat menyampaikan usulan tertulis Bansos }

dengan dilengkapi proposal.

<epada Bupat:

Proposal untuk permohonan Bansos berupa uang paling sedikit memual -

a. latar belakang, berisj uraian tentang gambaran umum mengenal fakta dan

permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan digjukannya

usulan Bansos oleh calon penerima Bansos;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan

Bansos oleh calon penerima Bansos;

~-
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- dornisili kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan, berisi uraian tentang

- Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan), berisi

uralan tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/ Lembaga Non
Pemerintahan yang mengajukan usulan Bansos;

o
keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan yvang

mengajukan usulan Bansos dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaitu-

waktu apabila dibutuhkan:

- bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan vang

akan dilaksanakan oleh calon penerima Bansos atay rencana penggunaan dana

oleh calon penerima Bansos;

rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang

perhitungan mengenaj blaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan

dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan

- tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Bansos (Pimpinan/Ketua) serta

stempel/cap Organisasi/Lembaga (bagi  kelompok masyarakat) atau tanda
tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon
penerima Bansos (bagi anggota masyarakat) dengan diketahui olch Ketua

RT/Kepala Lingkungan, Lurah/ Perbekel dan Camat setempat.

Proposal untuk permohonan Bansos berupa Barang sckurang-kurangnys memuat -

a.

latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan
permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya

usulan Bansos oleh calon penerima Bansos:

- maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tguan diajuka e o sl

Bansos oleh calon penerima Bansos:

- Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemerinnai g, beris

uralan tentang susunan pengurus  dari kelompok masyarakat/lLobagn Noy

Pemerintahan yang mengajukan usulan Bansos:

- domisili kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan, berisi v tentang

keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemcrintihan vang

mengajukan usulan Bansos dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewakty-
waktu apabiia dibutuhkan;

. jenis dan Barang yang dimohon, beris; uraian tentang jenis dan Barang yang

dimohon oleh calon penerima Bansos;

tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Bansos (Pimpinan/Ketua) serta
stempel/cap Organisasi/Lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau  tanda
tangan/cap jari bagi vang tidak mampu tanda tangan dan nama lenclkap calon
penerima Bansos (bagi anggota masyarakat) dengan dikelahui ol-h Kepala

Lingkungan, Lurah/ Perbekel dan Camat setempat.
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(4)

v

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk  melakukan evaluasi  usiag, tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah SKPD vang memiliki ropas

dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 61.

{6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga
yang berlaku di lingkungan Pemerintah Dacrah atau apabila komponen yang
dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan
harga pasar yang berlaku saat ifu;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan
lainnya yang diperiukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegialannva;

C. memastikan keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasvarakatan
/Lembaga Non Pemerintahan yang mengajukan usulan Bansos (tidak filtif):

d. memastikan domisili/alamat anggota/kelompok masyarakat/Lembaga Non
Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal vang diajukan oleh calon
penerima Bansos;

€. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Bansos belum dilaksanakan
oleh calon penerima Bansos:

f. meminta dokumen pendukung yang diperlukan sesuail kebutuhan, antara lain
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima Bansos:

2. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/Lembaga Non
Pemerintahan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa
akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atay
dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon
penerima Bansos (kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan):

4. fotokopi rekening bank atas nama anggota,;/ kelompok masyarakat/Lembaga Non
Pemerintahan yang specimentnya anggota masyarakat/Pimpinan/Kctua dan
Bendahara.

(7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksuc pada ayat (4] menyampoikan hesil
evaluasi berupa rekomendas;j kepada Bupati melalui TAPD.
(8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendas; sebagaimana dimaksiy| paca avat

(7) sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Daerah,

Pasai 98
(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana cdinad g dialon,

Pasal 97 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bansos

dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1), melipud

anggaran Bansos berupa uang dan/atau Barang.

N-




(1)
(2)
(3)

(1)

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, ala

Pasal 99
Bansos berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
Bansos berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2 menjadi dasar

penganggaran Bansos dalam APBD sesual  ketentuan Peraturar

undangan.

Perundang-

Pasal 100
Bansos berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasy, Jenis belango
operasi, objek belanja Bansos, dan rincian objek belanja Bansos pada SKI'H.
Objek belanja Bansos dan rincian objek belanja Bansos sebagaimana dun.ksud pada
ayat (1} meliputi:
a. individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat;
¢. Lembaga Non Pemerintahan; dan
d. SKPD,
Bansos berupa barang dianggarkan dalam kelompok Dbelanja langsung  vang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, vang diuraikan kedalam jenis belanja
Barang/Jasa, objek belanja Bansos Barang dan rincian objek belanja Bansos Barang
yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada avat (1) din ayat (3)

dicantumkan nama penerima dan besaran Bansos,

Pasal 101

mat penerima dan besaran Bansos

dalam Lampiran [V Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan

sosial kepada individu dan/atau kel

(1)
(2)

uarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 102

Pelaksanaan anggaran Bansos berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD

Pelaksanaan anggaran Bansos berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.



(1)

(2)

Pasal 103

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bansos dengan Keputusan Bupati
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

Penyaluran dan/atau penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima Bansos
yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali Bansos kepada individu dan/atau keluarga vang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 didasarkan pada
permintaan tertulis dari individy dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat
keterangan dari Pejabat vang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelaby
diverifikasi oleh SKPD terkait.

Penyerahan Bansos berupa barang kepada penerima Bansos dituangkan dialam Berir,
Acara Serah Terima Barang.

Pencairan Bansos berupa uang dilakukan dengan cara Langsung (1Y),
Proses pembayuran atas belanja Bansos dilukukan melalur SKPD.

Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan Bansos beserr,

Bansos kepada SKPD sesuaj bidang kewenangannya.

Dropnss

SKPD melakukan verifikasi berkas permohonan dan mengajukan

kepada BUD/Kuasa BUD selaku BUD dengan kelengkapan seb
a. SPP-SPM:

Nola pencairan

agail berikut :

o

- Nola pencairan dari Kepala SKPD;

e}

. berita acara serah terima uang (bermeterai)

H

o,

)

- pakta integritas (bermeterai)

]

- surat keterangan transfer vang ditandatangani oleh cajon PCOCTING
(bermeterai)

Bansos
. proposal pengajuan dari calon penerima Bansos vang dilengkapi dengan surat
permohonan pencairan Bansos;
g. kuitansi bermeteraj cukup vang ditandatangani oleh penerima Bansos: dan
h. dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap proposal vang diajukan oleh
pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, antara lain’
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima Bansos:
2. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/lLembaga Non
Pemerintahan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus:

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon

penerima Bansos (kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan)

¥

F Y .



4. fotokopi rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat/Lembaga Non
Pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/Pimpinan/Ketua dan

Bendahara.

Pasal 104

Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Bansos berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 105

Penerima Bansos berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada

Bupati melaui Kepala SKPD terkait.

Laporan penggunaan Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat :

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan
kegiatan/penggunaan Bansos yang telah dilakukan oleh penerima Bansos;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan
penggunaan Bansos;

C. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan
termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang

telah dilaksana_kan sesuai dengan proposal Bansos yang telah diajukan kepada
Pemerintah Daerah;

d. penutup, berisi uraian tentang hal yang perlu untuk disampaikan oleh penering
Bansos terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;

¢ tanda tangan dan nama lengkap penerima Bansos (Pimpinan/Ketun) ser:
sterapel/cap organisasi/lembaga (bagi  kelompok masyarakat) taua tand;g

tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima
Bansos (bagi anggota masyarakat).

Penerima Bansos berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada
Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Laporan pPeénggunaan Bansos berupa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan Bansos berupa barang telah

sesuai dengan proposal Bansos yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten
Buleleng serta ditandatangani oleh penerima Bansos.
Pasal 106

Bansos berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bansos pada SKPD terkait
dalam tahun anggaran berkenaan.



(2)

(1)

(2)

(1)

(4)

T e e

Bansos berupa Barang dicatat sebagai realisasij objek belanja Bansos pada jenis

belanja Barang/Jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait,

Pasal 107
SKPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran Bansos kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat

dan besaran Bansos yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga,

Pasal 108
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bansos meliputi:
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bansos atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenang kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bansos;

C. pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang

diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

serah terima Barang atas pemberian Bansos berupa Barang,
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢

dikecualikan terhadap Bansos bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya,

Pasal 109

Bansos yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima Bansos meliputi:
a, laporan pPénggunaan Bansos oleh penerima Bansos;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima
telah digunakan sesuaj dengan usulan proposal Bansos yang tcluh diajukan
kepada Pemerintah Daerah; dan

c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuaj Peraturan Perundang-undangan
bagi penerima Ransos berupa uang termasuk kewajiban pembayarui; perpajalke
atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi

penerima Bansos berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Bupati melaluj SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan
selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecualj ditentukan lain sesuaj Peraturan Perundang-undangan.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan

dipergunakan oleh penerima Bansos selaku objek pemeriksaan.



r

(5) Ketentuan mengenai pemeriksaaan/audit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Pasal 85 ayat (8) berlaku secara mutatis mutsthdis bagi penerima Bansos.

Pasal 110

(1) Realisasi Bansos dicantumkan pada laporan keuangan Pemerinil, Dacrah
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bansos berupa barang vyang belum diserahkan kepada penciinmg Buansos
sampai  dengan  akhir tahun anggaran berkenaan ciliipork.a sebigog
persediaan dalam neraca.

Pasal 111
Realisasi Bansos berupa Barang dikonversjkan sesuai SAP pada laporan realisasi

anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam

pPenyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian keempat
Monituring dan Evaluas;i

Pasal 112

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan e&aluasi atas pemberian Hibah dan Bansos,
(2) Hasil monitoring dan evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan.
Pasal 113
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
112 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bansos yang tidak sesuai dengan
usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bansos yang bersangkutan

dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang—undangan.

Pasal 114
Format Penatausahaan dan Pertanggungjawaban untuk Belanja Hibah dan

Bansos sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PROSEDUR TEKNIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 115

(1) Pertanggungjawaban Belanja Honorarium harus memenuhi persvaratan  sebagai
berikut :

a. Keputusan/ketentuan yang mengatur;

b. daftar penerimaan uang; dan



(1)

(1)

c. kuitansi dengan meteraj secukupnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
Peraturan Bupati ini;

Pertanggung jawaban belanja uang lembur harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. absensi/daftar hadir bagi PNS sesuai pada aplikasi absensi dan bagi non PNS

berdasarkan absens;i yang digunakan pada masing-masing SKPD;

b. surat perintah lembur dari atasan langsung;
C. daftar aktifitas selama lembur diketahui oleh atasan langsung sesuaj format dalam

Lampiran I yang ditanda tangani atasan langsung;

Pasal 116
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan Belanja Barang/Jasa o Esedan
Modal untuk Pengadaan Barang/Jasa memenuhi Persyaratan sebagai beiii -

kuitansi dengan meterai secukupnya;

dokumen proses pengadaan  sesuaj Peraturan Perundang-umdine Nbarg
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

¢ nota atau faktur penagihan dari penyedia;

d. berita acara serah t¢rima hasii pekerjaan; dan

€. berita acara penerimaan barang.

Pertanggungjawaban Makanan dan Minuman untuk kegiatan yang melibatkan Pihak

Ketiga (non rapat) memenuhj persyaratan sebagai berikut

a. kuitansi dengan meteraj secukupnya;

b. dokumen proses pengadaan;
nota atau faktur penaginan dari penyedia;

d. Dberita acara penerimaan barang; dan

€. undangan/surat pemberitahuan atau sejenisnyva, daftar hadir dan/atau oo
pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan, dan Berita Acara Serah
Terima kepada Kordinator lapangan/Ketua dan sejenis lainnya,

Belanja makanan dan minuman yang menggunakan pengusaha/penvedia jusa

catering, restoran, warung makan dan sejenisnya dan telah terdaftar sebagal Wajib

Pajak di Daerah, wajib melampirkan Surat Keterangan Bukti Lapor.

Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola dilakukan sesuaj dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 117
Untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) SKPD dapat melakukan pembelian
minyak dengan mode:
a. kerja sama dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk melakukan

pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berkala (harian, mingguan atau

al




bulanan) dengan sisterma bon dengan mem‘buat kupon Bahan Bakar Minyvald (BBM)
yang akan ditukarkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum;

b. memberikan uang panjar yang di transfer ke rekening PPTK yang akan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya pembayaran Bahan Bakar Minyak
(BBM) dapat dilakukan melalui aplikasi Quick Response Indonesia Standar yang
ada di masing-masing Pertamina.

€. pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas cperasional dapat
dilakukan melalui aplikasi Quick Response Indonesia Standar masing-masing
pegawal yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan
kemudian bukti pembeliannya dapat di refund ke Bendahara Pengeluaran.

(2) Pertanggungjawaban untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu:

a. kuitansi dengan meterai secukupnya;

b. rekap penggunaan BBM; dan

c. kupon pembelian atau bukti yang dipersamakan dengan kupon.

Pasal 118
(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Jabatan vaitu
a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksanan SPD;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejali o LTl
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait vang menjadi teninan Tojue

perjalanan dinas;

c. tiket pesawar, boarding pass, atrport tax, retribusi, dan buki Peiiioc o o
transportasi lainnya;

d. daftar pengeluaran rijl (dalam hal tidak diperoleh bukti pembayaran);

€. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi
atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak
di bidang jasa penyewaan kendaraan;

f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas:
g. bukti pembayaran hotel atay surat pernyataan tidak menginap di hotel: dun

h. daftar penerimaan perjalan dinas.
(2) Perjalanan dinas luar negert sesuai dengan ketentuan Peraturan Perandang-
undangan.

Pasal 119

Untuk mempertanggungjawabkan Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu:

a. kuitansi dengan meterai secukupnya;

b. surat pernyataan Kepala SKPD sesuai format terlampir;



c. daftar penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dari rekapitulasi tambahan
penghasilan (tamsil);

d. rekapitulasi daftar tambahan penghasilan (tamsil) perjenis rekening; dan

Pasal 120
Kelengkapan permintaan UP memenuh; persyaratan sebagai berikut:
a. Keputusan UP; dan

b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA sesuai sistem/aplikasi,

Pasal 121
Kelengkapan permintaan Ganti Uang (GUj memenubhi persyaratan sebagai berikut:
a. ringkasan SPP-GU;
b. rincian belanja yang diajukan pe;lggantiannya sampali dengan sub rincian objek:
¢. laporan pertanggungjawaban penggunaan UP; dan

d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA sesuni sistem/aplikasi.
e. berita acara rekonsiliasi laporan bulanan.

Pasal 122
Kelengkapan permintaan Tambahan Uang (TU) memenuhj persyaratan sebagai herikun
a. ringkasan SPP-TU;
b. rincian belanja yvang diajukan Tambahan Uang (TU) sampaj dengan sub rincian ohje!

dan

C. rurat pernyataan tanggungjawab mutlak PA sesuaj sistem/aplikasi.

Pasal 123
(1) Kelengkapan permintaan Langsung (L.S) memenuhi persyaratan schagai berilout:
a. ringkasan SPP-LS;

b.rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sulb rincian
objek;

c. bukti dokumen pendukung yang lengkap dan sah; dan

d. surat pernvataan tanggung jawab mutlak PA sesuai sistem/aplikasi.
(2) Pertanggung jawaban uang jasa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. kuitansi;

b. surat tugas/perjanjian/perikatan/ Keputusan;

C. daftar terima uang; dan

d. daftar hadir.




_Sabnan Sesya; Denga
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka :

a. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Hibah dan Bantuan

Sosial yang Bersumber dari Angaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng

(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 88) schagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Ferubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang T

ata Kelola Hibah dan
Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Angaran Pendapatan d
Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabup
b. Peraturan Bupati Buleleng

an Belanja Daerah
aten Buleleng Tahun 2019 Nomor 14}

Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tat
Anggaran Pendapatan Dah_ Belanja Daerah

Tahun 2019 Nomor 69),

)
a Cara Pelaksanaan

(Berita Daerah Kabupaten Buleleng

di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 125

mntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Beritg Daerah Kabupaten Buleleng.

n Aslinya

Kepaia Bagian Hukism

~ Ditetapkan dj Singaraja
Pada tanggal 22 Maret 2021
— N :

vt s e

Bl
19890716 205u03 1 o

Diundangkan d; Singaraja
Pada tanggal 22 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

AH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

NOMOR 10




A. FORMAT KUITANS]

Kuitansi SPJ UP, GU dan TU

LAMPIRAN 1]
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN  DAN

BELANJA DAERAH

Momor -

Sudah terima dari :

Banyaknya uang

Untuk Pem bavaran

Terbilang ]

Kade Rekening : J
S PJ CUP/GU T |
Tahun Anggaran ‘
Sumber Dana :

KUITANSI
Bendahara Pengeluaran

Setuju dibayar ;

o tempaty) | tangepeal, o

Lunas dibayar,

Yang meneiim,

Tanggal,
Pengpuna/kKuasa “PPTK Bendahara,
Pengguna Anggaran
(oo ) (o ) U ]
NIP. . NIP. NIP.
Catatan ;

1. Biaya Meterai sesuaj ketentuan
2. ") Untuk SKPD Kantor/Camat ti

Kuitansi LS

momor .

Sudah terima dari
Banyaknya uang

Untuk Pembavaran

yang berlaku.
dak diperlukan.

Kode Rekening
Tahun Anggaran :
Sumber Dana - |

KUITANSI
Pengguna Anggaran/l(epala SKPD ...

Terbilang

Setwju dibayar

Pengpuna /Kuasa Pengguna
Anggaran,

PPTK

Catatan
L. Biaya Meteraj sesual ketentuan y
2. ) Untuk SKPD Kantor/Camat tig

ang berlaku.
ak diperlukan.




B.

FORMAT REKAP PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

W, -bulelenglkab. go.id

KOP SKPD

Alamat SKPD

Kendaraan

Mengetahui :
PA/JKPA

Jenis
BBM

REKAP PENGGUNAAN BBM

Volume

|t

Tempuh
{(Km)

Singar:lja, ....................
PPTK ...
SKPD ...
Nama ........... ...
AL,
NIP

. Jarak L Harea o ] Ket./ ;
No. | Tanggal Jenis Harga, rg Fempat

Liter (Rp) (Rp)

Pembelian

Tujuan




C. SURAT PERNYATAAN KEPALA SKPD UNTUK PENGAJUAN UP,GU.TU DAN LS

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah inj :
Nama

NIP

Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya  bahwa dokumen

pengajuan  pencairan  dana untuk  belanja

............... dengan nomor
.......... telah dilengkapi dengan dol

umen yaitu berupa ;

..................................................

..................................................

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipervunakan

sebagaimana mestinya.

Singaraja,

Yang membuat pernyvataan

Kepala PA/PA




D. SURAT PERNYATAAN KEPALA SKPD UNTUK PEMBERIAN TpPpP

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD

ww....... bulelengkab.go.id em_m‘!:,.......mbu!@!c-m;f-.:m.gu‘m’

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Yang Bertanda tangan dibawah inj :

Nama

Jabatan

Menerangkan dengan schenarnya bahwa nama-nam

A pegawal vang lereanlum
dibawah ini memang benar Pegawai y

ang menduduki jabatan Strukiural dan Staf
pada SKPD Kabupaten Buleleng.

No. Nama Pegawaj Pangkat/ Golongan ] Jabatan ]




E.CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD

L, bulelengkab, go.id

BERITA ACARA SERAH TERIM_&_“HASIL_PEI{E&J_{M&N_
o= oA TERIMA HASIL LGy |
Nomor :

Pada hariini ... . tanggal, .......... ... bulan ... Fafion

........................... yang bertanda tangan di bawah inj :

.................................

Bertindak selaku ..., yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama L 2
NIP,
Jabatan

.................................

Bertindak selaky ... yang selanjutnya disebyt PIHAK KEDUA,
Kami menvyatakan bahwa berdasarkan Keputuan Bupati/ Kepala SKPD/ dll Nomaor
........ lentang ... menyatakan PIHAK KEDUA rtelah melaksanalkan Kugiatan/
tugas sesunj Keputusan Bupati/ Kepala SKPD/ dl sebagaimana dimaksud diaras

Sesuai lamporan terlampir. 3

Demikian beritg acara ini: dibuat dengan sebenarnyva uniuk dapat

dipergunakan se bagaimana mestinya,

Singaraja, (tanggal tersebut i ctas)

PIHAK KEDuUA PIHAK PERTAMA
Jabatan....... ... . Pengguna Anggaran/Kuasa Pengplina
Anggaran

nggaran/ Pen.andarangan Surat Tugas.
sil Pekerjaan yang melibatkan Pihais Ketiga, tenaga Kontrak, dan lenaga

lainnya,
3 Untuk BAST Hasil Pekerjaan yang melibatkan Pihak Ketiga, tenaga Kontrak, dan lenaga

lainnya,

N



= L} A '

F. SURAT PERINTAH LEMBUR

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD

wwuw. .., .. bulelengkab. go.id

ematil:..... ..._@ZbuIelengkub.go. id

SURAT PERINTAH LEMBUR
Nomor :

Dengan ini kam;j memerintahkan kerja Lembur pada Hari
bulan....... Tahun

....... tanggal.....

......... kepada pegawai sebagaimana tercantum dibawah inj :

- ' ‘ e
No. Nama Pegawai Jabatan Keterangan |

B . 1




G.DAFTAR AKTIVITAS LEMBUR

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD

W, bulelengicab. go.id

S

email:... . wbidelenghab. go.id

B

DAFTAR AKTIVITAS LEMBUR

Jam Lembur N Paral Pelaksana |
No. Nama Tanggal .| Aktivitas '
(awal s/d selesai) Lembur ‘




H.DAFTAR TERIMA UANG LEMBUR

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD

wivw. ..., bulelengkab.go.id

DAFTAR TERIMA UANG LEMBUR

No. Nama Satuan Hari Lembur Jumlah Terima ’l‘azw'?nr:l‘angan l
U (S B
|
L ——— S
S B | S S ]
Singaraja, ...
PA/KPA




[. DAFTAR TERIMA HONOR

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KO P SKPD

Alamat SKPD

WL ..., bulelengkab.go.id

M

DAFTAR TERIMA HONOR

Untuk Bulan

emcail:. ..., ~labudelengivab. go.id

"

e

Tangan

Jabatan Besar PP—Hk(S”/h cdan Jumlah Terima |
No. Nama i
dalam Tim Honor 15%) (Rp.)
L
Mengetahuj Singaraja, ...
PA/ KPA PPTK vang menerima/membavarkan
Nip. Nip




J BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD
Wi, ..., bulelengkab.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor :

Pada hari ini ..., .. tanggal ....... bulan ... Tahun ... vang bertanda

tangan di bawah inj -

Nama
NP

Jabatan Pengurus Barang Pengguna

Berdasarkan Surat Keputusan ... tangeal, ... ... seliodou

Pengurus Barang Peno una, telah menerima barane ang diserahkan ol -
= o fa o

Nama
NIP

Jabatan : ppk

Sesuai dengan Buk(j Pembelian Nomor ' tanggal ... Seniial 12

sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan

sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, (tanggal tersebut o arcs)
Yang menerima,

....................... , Pengurus Barang Pengouna
SKPD

Yang Menyerahkan,
PPK

Nama

Mengetahui
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
SKPD ...
Nama oo
NIP

Catatan :

» ! Dalam han bukti pembelian tidak adq Nomor, menggunakan Nomor Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)

» Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tangguny jawab
kepada Kuasa Pengguna Barang dibantu Pengurus Barang Pembanty.

VL




Lampiran Berita Acara Penerirhaan Barang

Kegiatan

Tahun Anggaran

.....................................

Pekerjaan © Pengadaan

(No Uraian Spesifikasi Vol
' Barang{Jasa Hme

R N TSP P
TrgaSatuan (Rp) Jumiah J

Teknis o i, -~ (Rp)_|
1 2 3 4 S o) i
—— & —_ - .A,ﬁ_,ﬂ._‘
|
J
|
Jumlah Harga (1) __il N
i PPN 10% (2) |
. Jumlah Harga ( 1+2) J )
Banyaknya Uang : B
_ _—
Singaraja, (tanggal tersebut (i ntas)
Yang Menyerahkan, Yang menerima,
PPK ... , Pengurus Barang Pengpuina
SKPD ................... ,
Nama ... . Nama . ...~ el
NIP. NIP T
Mengetahuj -

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

SKPD




+

K DAFTAR PENERIMAAN PERJALANAN DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD

wuwne, .., ., bulelengkab.go. id

T ———————— i et e

DAFTAR PENERIMAAN PERJALANAN DINAS
Dalam Rangka

randa |

Uang | tran s'ﬁ?["' tiket T ihmlan
: : |
harian { rtasi | | langan
| .
L __{L.__r ey
——— }?___ - ,._:,, J— ,1',_._ ——
| !
|

Mengetahui | Singaraja, ...
PA/KPA PPTKK yang menerima/membayarkan
Nip. .o Nip. Nip.



L DAFTAR TERIMA UANG JASA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKpD

wivw., ..., bulelengkab, go.id

emcail;, cetalridedcrgh vl ol

DAFTAR TERIMA UANG JASA

“[THSE{GH"T Satuan Jumlah Terima™ P Dawan
T |
—
_*—'_b_b__‘"——.._‘_-.ﬁ__‘—-——‘—__r_ﬁ_ e e e ﬁ]l
_ﬁ‘# S
Mengetahu;j - Singaraja, ..

PA/KPA PPTIE yang menerima/membayvarkan

Nip. o Nip. Nipo o




M. REKAPITULASI DAFTAR TAMSIL

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KOP SKPD

Alamat SKPD
wwuw... ..., bulelengkab.go.id 1 @bulelengkab.go.id

—_— e

REKAPITULASI DAFTAR E-TAMSIL
PER-JENIS REKENING

BULAN .......
_ . Jumlah Jumlat” | Uumiah
No. Uraian | Kehadiran | Kondis; Kerja | Kinerja
Brute PPH Perolehan
1 2 3 4 S 6=3+4+5 7 B=6-7
1
Singaraja, ................. .
PA/KPA
Nip. ...
. S@finan Sesyua Dengan Aslinya
Kepaa Bag:ap Hukium
}f B ULELENG,

ﬁ | .P AGUS SURADNYANA
Mads Bavy Weilngin, s .
NP 188107 1¢ 200803 1 pg1



BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4
{1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan darj
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PIHAK KEDUA.
(2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara kedua belah PIHAK.

Pasal 5
Tata Cara Pelaporan

(1) Penerima hibah wajib menyusun laporan peniggunaan dana hibah yang disertai
dengan surat pernyataan tanggungjawab.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui SKPD terkait dengan tembusan Pejabat Penpelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima hihal,
sebagai objek pemeriksaan,

BAB IV
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 6
(1) Apabila terjadi hal-hai diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu pihak
(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah -
a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, hury
hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang
ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.
Demikian Perjanjian Hibah inj dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut

di atas dalam rangkap 3 (tiga) 2 {dua) diantaranya bermaterai cukup oleh karenanya

sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya,

Singaraja, .......................
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah) {Nama Pemberi Hibah)




2. HIBAH BERUPA BARANG

PERJANJIAN HIBAH
NOMOR : Tahun 20

--------

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DENGAN
(vene. Penerima Hibah....)

Pada hari ini .............. tanggal.............. bulan.............. tahun dua ribu ...

bertempat di ............ » kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. {...Nama Pemberi :Kepala SKPD, dalam ha] ini bertindak untuk dan atas
Hibah.. ) hama Pemerintah Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. {..Nama ‘ (Jabatan Penerima Hibah) yang
Penerima berkedudukan di Jalan {(Alamat Penerima Hibah}, dalam hal
Hibah...) ini bertindak untuk dan atas nama (organisasi penerima

hibah) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
masing-masing  dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk

menaidakan Perjanjian Pemberian Hibah dengan Syarat-syarat dan ketentuan
sebagai berikut :

BAB |
TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1
Pemberian Hibah kepada ............ . finstansi yang menerimaq htbah) bertujuan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintul
Kabupaten Buleleng dalam bentuk ....... . (barang/jasa).

Pasal 2
PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDU
dengan nilaj sehesar Rp. ... - ( Terbilang......., J} dengan rincian pengpunaan,
sebagaimana terlampir.

BAB 1]

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3
(1) Hak PIHAK PERTAMA

&. Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan
Proposal Rencana Kegiatan.

b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Hibah,

C. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasi!
pelaksanaan kegiatan sesuaj dengan Proposal Hibah PIHAK KEDUA,

(2) Hak PIHAK KEDUA -

a. Menerima hibah berupa barang/jasa senilai sebagaimana tercantum dalam
Pasal 2 Perjaniian ini.
b. Memanfaatkan hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian
Hibah,
(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA
memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal ] Perjanjian ini.
(4) PIHAK KEDUA wajib memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian
bantuan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Perjanjian ini.




BAB I
TATA CARA PEN YALURAN DAN PELAPORAN
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4
(1) Penyaluran hibah berupa barang/jasa dilakukan melalui SKPD.

(2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

sentuk Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang antara kedun
belah PIHAK.

Pasal 5
Tata Cara Pelaporan
(1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan dana hibah yang
disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab.
{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui SKPD terkait.
BAB 1V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 6
(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu
pithak sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan
sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal
tersebut kepada pihak lainnya dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah :

a. Bencana-alam seperti barnjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang,
huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau
kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.

Demikian Perjanjian Hibah inj dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut di atas dalam rangkap 3 {tiga) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup

oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat
dipergunakan sebagaimanag mestinya.

Singaraja, ...
PIHAK KEDUA FIHAK PERTAMA
(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)




s merax AANSALY 1)

PERATURAN BUPATI BULELENG
’ ' NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA  CARA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

A. Contoh Format Rekomendas;i Belanja Hibah

KOP SKPD
Kepada :
Nomor - . ... e Yth. Bupati Buleleng melatyi
Sifat : Penting Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Lampiran Kabupaten Buieleng
Prihal : REKOMENDAS! BELANJA HIBAH di-
Singaraja
Dengan Hormat,
Memperhatiakn Proposal yang diajukan olen ... . . melalui surat
Nomor ... tanggal.......,. ... » Ssetelah dilakukan evaluasi terhadap proposal
pemohon yang meliputi penijlaian antara lain :
Sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana, bersama inj kamj lampirkan
1. Kelengkapan Administrasi Lengkap Tidak Lengkap
2. Domisilj Jelas Tidak Jelas
3. Keberadaan Organisasi Filketif Tidak Fiktif
4. Nilai yang diajukan Wajar Tidak Wajar
5. Organisasi terdaftar Ya Tidak
5. Dasar Hukum Pendirian Peraturan Perundang-undangan
Akta Notaris
Keterangan : ... . il
7. Pengelompokan penerima hibah ;
Pemerintah Pusat;
Pemerintah daerah lain;
Badan Usaha Milik Daerah;dan/atau
Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukumn,
Indonesia.
Catatan :
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dj atas, dapat/tidak dapat*} disetujuj terhadap
Froposal yang diajukan,
Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebin lanjut.
Kepala SKPD ...........
Tanda tangan dan cap stempel
| TR ]
NIP,
Catatan :

| o Beri tanda X jika dianggap benar atau sesuai
**}  Coret yang tidak perlu

*** diisi dengan nomeor, tanggal dan tentang dasar hukum pendirian




B. Contoh Format Pertimbangan TAPD

L] £

KOP SETDA
Kepada :
Nomor Yth. Bupat Buleleng
Sifat ' Penting di-
Lampiran Singaraja
Prihal  PERTIMBANGAN TAPD
Dengan Hormat,

Mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan oleh ............. .. melalui surat
Nomor ... tanggal.............. » setelah dilakukan evaluasi terhadap rekomendas;j
proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

1. Kelengkapan Administrasi Lengkap Tidak Lengkap
2. Domisilj Jelas Tidak Jelas
3. Keberadaan Organisasi Fikuf Tidak Fikuif
4. Nilai yang diajukan Wajar Tidak Wajar
5. Organisasi terdaftar Ya Tidalk
6. Dasar Hukum Pendirian Peraturan Perundang-undangan
Akta Notaris
Keterangan : ... *)
7. Pengelompokan penerima hibah
Pemerintah Pusat;
Pemerintah daerah lrin;
Badan Usaha Miiik Daerah;dan/atau
Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.
Catatan :
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dj atas, dapat/tidak dapat**) disetujui terhadap
proposal yang diajukan,
Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Ketua
Lo
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Walkil Ketua 1
Kesejahteraan Setda. Kabupaten
e 2
3. Asisten  Administrasi Perekonomian Wakil Ketua 2
dan Pembangunan Setda. Kabupaten
Buleleng 3 et
4. Asisten  Administrasi Umum Setda. Wakil Ketua 3
Kabupaten padens "
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng Sekretaris 1 "
6. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng Seleetaris2 7
7. Inspektur Kabupaten Buleleng Anggota ;
8. Kepala Bagian Hulkum, Setda. Anggota
fabupaten Buleleng T B2
9. Kepala  Bagian Crganisasi  Setda, Anggota
Kabupaten Buleleng 9
10. Kepaia Bagian Protokol dan Anggota
Komunikasi Pimpinan Setda.
(abupaten Buleleng 10
Catatan

0 Beritanda X jika dianggap benar atau sesuai

*)  diisi dengan nomor, tanggal dan tentang dasar hukum pendirian

t*)

Coret yang tidak perlu



C. Contoh Hibah NPHD

1. HIBAH BERUPA UANG

PERJANJIAN HIBAH
NOMOR : Tahun 20

........

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DENGAN
(... Penerima Hibah....}

Pada hariini .............. tanggal.............. bulan.............. tahun dua ribu ...
bertempat di . ........ , kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. (..Nama Pemberi : Kepala SKPD, dalam hal inj bertindak untuk dan atas nama
Hibah...) Pemerintah Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. (...Nama Penerima : (Jabatan Penerima Hibah) yang berkedudukan di
Hibah..,) Jalan (Alamat Penerima Hibah), dalam hal in;j bertindak untuk
dan atas nama (organisasi penerima hibah) selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan FIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-
masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Pemberian Hibah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut -

BAB 1
TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1

Pemberian Hibah kepada .............. finstansi yang menerima hibah) bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buleleng
dalam bentuk ......... (kegiatan yang diadakan).

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan

nilai sebesar Rp. ......... .. ,- ( Terbilang........ } dengan rincian penggunaan sebagaimana
terlampir.

BAB 11
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3
(1) Hak PIHAK PERTAMA

a. Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal
Rencana Kegiatan.

b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Hibah.
€. Menerima manfaat baik secars langsung maupun tidak langsung dari hasil
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA -

a&. Menerima hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian
ini.

b. Memanfaatkan hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian Hibah.
(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA

memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

{(4) PIHAK KEDUA memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian dana bantuan
hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.




D. Contoh Format Pakta Integritas
1. Untuk Hibah Berupa Uang

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertandatangan di bawah in; ;
Nama

No. KTP

Alamat :
Jabatan

Bertindak Unk dan Atas Nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dang hibah, dengan inj
menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui adg
indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiaran
yang dibiayai dari dana hibah ini;

3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Nask:h
Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhj Peraturon
Bupati Buleleng Nomor . Tahun ..., tentang Tata Kelola Hibah Dan Bantu..u

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng dan peraturan perundang—undangan;

4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Hipah Vg
kami terima dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. apabila saya melanggar hal- ha] yang telah saya nyatakan dalam Paicta Integritas
ini, saya bersedia dikenakan sanks;i sesual denigan peraturan perundang-undanga,

Demikian pPernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Singaraja, ...
Yang Membuat Pernyataan,

Materai dan Ttd

( Nama Lengkap Penerima Hibah |




2. Untuk Hibah Berupa Barang

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertandatangah di bawah inj
Nama

No. KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak Untuk dan Atas Nama

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari dang hibah, donwa,

Ini menyatakan bahwa saya : ‘

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dap Nepotisme (KN, -

2. akan melaporkan kKepada pihak yang  berwajih/ berwenang il
mengetahui acda indikas;i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme OSKINY e oo
penggunaan hibah barang yang kami terima dari Pemerintah Kabupater

3. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah
dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan menuityhi
Peraturan Bupati Buleleng Nomor Tahun ... .. tentang Tata lelola

Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan  Ilibhah
barang yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Buleleng;

D, apabila Saya melanggar hal- hg] yang telah saya nyatakan dalam pakta

Intepritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuaj dengan peraiuran
perundang-undangan,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar—benarnya dan penuh tangEung
Jawab.,

Singaraja, ...
Yang Membuat Pernvataan,

Materai dan Ttd

{ Nama Lengkap Penerima Hibaly )




F. Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Hibah

KOP
—
Kepacda
Nomor — r Yih. Bupati Buleleng
Lampiran . | (satu) berkas Cq. Kepaia SKpD .
Prihal : Permohonan Pencairan Dana di-
Singarajn
Dengan Hormart,
Schubungan dengan dite[apkann_'.'a kami sehagai salaly sy Pencrmma gl
dergan nita; hibah sehegar Rpa. coees (erbilang Foberdasarkan Surat Keputusan
Bupat; Buleleng Nomor « . langgal ... v bulan ahun Bersamea ini kami
mohon dengan hormat Kiranvs Bapak cdapuat Memproses clan menciirkan dang Fantuan

tersehut kepacda kami

Sehapni kelengkapan adminis(ras pencairan dana, bersami

v Kuitansi/Tanda Terima Pembayarun:

ini kam mpirkan:

2. Pakua Integritas (bermaterai);

3 Sural Ketcrangan 'I‘ransfcr_vmng ditandatangani oleh calon penerima Ribah (bermateirai);

4. Proposal Pengajuan dari calon penerima hibah

5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Hibah

H. Fotocopy Karty Tanda Penduduk calon penerima hibah;

7. Fotecopy dokumen pendirian/ pembentukan calon penerima Bantuan Sosial yang dapat
dipertanggungjawabkan; '

8. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal vang ditanda tangani oleh calon pencerima
hibah (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang),

9. Surat keterangan terdaftar yang dikeiuarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Poliik dan
Perlindungan Masyarakat bagi crganisasi kemasyarakatan;

10. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanak yang sah dan/ atau surar pernyvataan
tentang kepemilikan tanah vang diketahui oleh Lurah {apabila kegiatan yang dinjukan
merupakan pekerjaan konstruksi );

L1, Fotacopy sertifikat keahlian aiau sekurang~kur;—mgn_\»’a Surat Tanda Tamat Belajir Sekolnh
Kejuruan Jurusan bangunan alay sgjenisnva  dari Yang menandatangan, Borieion
Anggaran Biava (apabhila kegiatan vang diggukan merupakan pekerjicin Lo '

12. Fotocopy rekening bank aias nama Icmbaga/mgnnisasi,/ inslansi/kvlr.)mp:)k Oriile BT
specimennya pimpinan/ketua “an bendahara; )

13. Surat Perayataan Tanggung Jawab Penerima Hibah

Demilian permohonan puencair

mestinya. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapka,

an dana inj disampaikan untuk ¢

apal digunakan el
rima kasih,

HY
1te

Pemohon,

tanda tangan dan cap stempel
i




« G. Contoh Format Kwitansi

Nomor ; Kode Rekening
Tahun Anggaran
Sumber Dana
KUITANSI
Sudah diterima dari : Pengguna Anggaran/Kepala SKPD..

Banyaknya Uang
Untuk Pembayaran

................................

...................................

Terbilang

Setuju dibayar :
Pengguna Anggaran PPTK Yang Menerima,

..................




H. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Hibah

1. HIBAH BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
Nomor : / / / 20xx

Pada hari ini ................... Tanggal ........... Bulan
kami yang bertanda tangan dibawah inj :

1. (Nama Pemberi Hibah) Kepala SKPD, dalam hal ini bertindak urityl

dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Buleleng selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. {Nama Penerima Hibah) (Jabatan Hibah) berkedudukan di ( Al
Penerima Bantuan Hibah) dalom hal i
bertindak untuk dan atas nama (i,
keluarga dan / atau masyarakal / lembgg
non pemerintah} selanjutnya disebut "1 1AR
KEDUA,

Bahwa kedua belah pthak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima
Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 20XxX,
dimana pihak pertama menyerahkan Dana Hibah Kepada Pihak Kedua sebesar ( terbilang )
dalam rangka ( kegiatan yang dilaksanakan ) sebagaimana tertuang dalam Surat
Keputusan BUPATI kota Nomor : ... . tanggal ................... tentang Penetapan Daftar

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor ... Tahun .......
Tanggal ........

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangka 3 (tiga) agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya,

Singaraja, 20XX

Yang Menecrima,

Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

{ Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)




, 2. HIBAH BERUPA BARANG

L]

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
Nomor : / / / 20xx

Pada hari ini ... Tanggal .......... Bulan
............... , Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

................... Tahun dua ribu

1. (Nama Pemberi Hibah) Kepala SKPD ...... Kabupaten Buleleng,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Buleleng
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. (Nama Penerima Hibah) (Jabatan Hibah) berkedudukan di ( Alamat
Penerima Bantuan Hibah) dalam ha) ini
bertindak untuk dan atas nama
(i, ) selanjutnya disebut PIHAK

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima
Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran
20XX, dimana pihak pertama menyerahkan Dana Hibah berupa (barang} Kepada
Pihak Kedua senilai (terbilang) dalam rangka { kegiatan yang dilaksanakan }
sebagaimana tertuang dalam Keputusan BUPAIl kota Nomor : ... tanppal

................... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dan
Naskah Perjanjian Hibah Nomor ...... Tahun ....... Tanggal ........

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangka 3 (tiga) ngar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 20XX
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
( Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)




* L.'Contoh Format Surat Keterangan Transfer

KOP SURAT PENERIMA HIBAH
SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama

Alamat
Jabatan
Bahwa untuk keperluan penyaluran dana hibah kepada ...... dalamn rangka

dengan ini menerangkan bahwa :
Nomor Rekening

Bank
Atas Nama

adalah Benar rekening milik (organisasi/instansi penerima hibah)

Selanjutnya untuk pencairan dana hibah tersebut, mohon untuk ditransfer ke
nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Singaraja, ........................
Penerima Hibah

( Nama Lengkap )




L]

J. €Contoh Forrnat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertandatangan di bawah inj :
Nama :

No Identitas KTp
Alamat
Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

.....................

Dalam rangka pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan ini

Saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi
konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari
pthak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar miaka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi

sesuat dengan peraturan perundang-undangan,

Singaraja, ....................
Yang Membuat Pernyataan,

materai dan ttd

( Nama Lengkap )



K: Contoir Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah

1. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Saya yang hertandatangan di bawah inj :

Nama

No Identitas KTP

Alamat

Jabatan :

Bertindak untuk dan :

atas nama

Dengan ini menyatakan hahwa saya sebagai penerima hibah telah menggeuiiion
dana hibah sesuai dengan propoesal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah scria
pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Buleleng Nomor ..... tahun 20......
tentang

............................................. dan Peraturan perundang-undangan  scrta

saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah
dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti
dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran-dan rasa tanggung
jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, .....c.......ocoooo
Yang Membuat Pernyataan,

materal dan ttd

( Nama Lengkap )




L

+ 2. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :

No Identitas KTP
Alamat

Jabatan :
Bertindak untuk dan :
atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa (barang) telah
menggunakan (barang) tersebut sesuai dengan proposal hibah dan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati
Buleleng Nomeor ... tahun 20....... tentang ... dan Peraturan
perundang-undangan serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap
penggunaan hibah berupa (barang ) dimaksud,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Singaraja, ......................
Yang Membuat Pernyataan,

materai dan ftd

{ Nama Lengkap )




" L. Contoh Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Tahun Sebelumnya

Untuk penerima Hibah Uang ataupun Barang
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH TAHUN SEBELUMNYA

Yang bertandatangan di bawah inj :
Nama

No. KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak Untuk dan Atas Nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa
(uang / barang) Tahun Anggaran 20.... tidak menerima Hibah tahun sebelumnya
yaitu tahun Anggaran 20.... sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor ...
Tahun 20... tentang ... serta Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dan saya bersedia bertanggungjawab atas surat
pernyataan ini. apabila surat pernyataan ini tidak benar tidak benar, saya
bersedia mengembalikan Hibah yang telah saya terima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran rasa
tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, ...
Penerima Hibah

Materai dan Ttd

( Nama Lengkap )




O. Contoh Format Pertimbangan TAPD

KOP SETDA
Kepada :
Nomor Yth. Bapak Bupati Buleleng
Sifat Penting
Lampiran
Prihal REKOMENDASI BELANJA  BANTUAN di-
SOSIAL Singaraja
Dengan Hormat,
Membaca rekomendasi yang diajulan oleh ... ... melalui surat Nomor
................ tanggal............., setelah dilakukan evaluasi terhadap rekomendasi proposal
pemohon yang meliputi penilaian antara lain ;
1. Kelengkapan Administrasi Lengkap Tidak lLengkap
2. Domisili Jelas Tidak Jelas
3. Keberadaan Organisasi Filktif Tidak Fiktif
4. Nilai yang diajukan Wajar Tidak Wajar
5. Organisasi terdaftar Ya Tidak
6.  Pen Kelompok Orang
Organisasi Kemasyarakatin,
Organisasi Semi Pemeringal,
Catatan ;
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat**) disetujui terhadap proposal
yang diajukan. .
Demikian, sebaga: bahan pertimbangan lebih lanjut,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAK
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Ketua
Lo
2. Asisten  Administrasi Pemerintahan  dan Wakil Ketua 1
Kesejahteraan Setda. Kabupaten Buleleng )
3. Asisten  Administras; Perekonomian  dan Wakii Ketua 2
Pembangunan Setda. Kabupaten Buleleng 3
4. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Wakil Ketua 3
Buleleng 4
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng Sekretaris | .
6. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng Sekretaris 2 6
7. Inspektur Kabupaten Buleleng Anggota
8. Kepala Bagian Hukum, Setda, Kabupaten Anggota
duldeng .8
9. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Anggota
Buleleng 1 TR
10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Anggota
Pimpinan Setda. Kabupaten Buleleng .10
Catatan :

") o Beri tanda X jika dianggap benar atau sesuai
**)

Coret yang tidak perlu
***} diisi dengan nomor dan tentang dasar hukum pendirian



P. Contoh Format RAB Penggunaan Dana Bantuan Sosial

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENGGUNAAN DANA BANTL A7 SOSIAL

NO.

Rincian Penggunaan

Sumber Dana Hibah Pemkab. Buleleng

Sumber Dana Lain

Volume

Harga Satuan

Jumlah

Volume

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Total

2

3

4

5

6

7

9

Ketua/Pimpinan Penerima Bantuan Sosial

Singaraja, ......cccoeeeeeen....

Penyusunan RAB

{Bendahara/Pejabat Teknis)




Q. Contoh Format Permohionan Pencairan Dana

KOP
Kepada :
Nomor T e, Yth. Bupati Buleieng
Lampiran : | {satu) berkas Cq Kepala SKPD ..........
Prihal : Permohonan Pencairan Dana di-

Singaraja
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan ditetapkannya kami sebagai salah saty penerima Bansos ...
dengan nilai bansos sebesar Rp. ............_ - [terbilang ....... ) berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Buleleng Nomor : ... tanggal ........., bulan ... , tahun ... s bersama ini kamj

mohon dengan hormat kiranya Bapak dapat memproses dan mencairkan dana bantuun
tersebut kepada kami

Sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana, bersama ini kami lampirkan:

1. Kuitansi/Tanda Terima Fembayaran:
2. Pakta Integritas,(bermate:‘ai);

3. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima Bantuan Sosiz
(hermaterai);

*+. Propusal pengajuan dari calon penerima Bantuan Sosial

n. Rencana Anggaran Biaya {RAB) Penggunaan Dana Bantuan Sosial

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima Bantuan Sosial;

Fotocepy dokumen pendirian/ pembentukan calon penerima Bantuan S
(liperianggungjawabkan;

M. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditanda tangani oleh calon penerima
Bantuan Sosia} (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang);

1. Fotocopy rekening bank atas nama Icmbaga/organisasi/ instansi/kelompok orang

yang
specimennya pimpinan/ketua dan bendahara:

10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial,

pat digunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

Mengetahui,

KETUA PANITIA, BENDAHARA,

tanda tangan dvan cap stempef ' tanda tangan dan cap stempel

{ oo, )

(erern s )




R. Contoh Format Kwitansi Bantuan Sosial Berbentuk Uang

Nomor : Kode Rekening
Tahun Anggaran
Sumber Dana
KUITANSI
Sudah diterima dari : Pengguna Anggaran/Kepala SKPD.

Banyaknva Uang
Untuk Pembayaran

................................

...................................

Terbilang

Setuju dibayar :

Pengguna Anggaran PPTK Yang Menerima,
(L ) (e ] (o )
NIP. ............... NIP

.................




L

S Cotntoh Format Berita Acara Serah Terima Bantuan sosial

1. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
Nomor : / / / 20

1. {Nama Pemberi Bantuan Sosial) Kepala SKPD, dalam hal inj bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Buleleng selanjutnya  disebut PIHAK

PERTAMA.

2. (Nama Penerima Bantuan Sosial) ( Jabatan Penerima Bantuan  sosial )
berkedudukan di ( Alamat Penerima Bantuan
Sosial ) dalam hal inj bertindak untak dun
atas nama ( individu, keluarga dan / atiag
masyarakat / lembaga 1on princerintah

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima
Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleny Tahun
Anggaran 20XX, dimana pihak pertama menyerahkan Dana Bantuan Sosial Kepada Pihak
Kedua sebesar | terbilang ) dalam rangka ( krgiatan yang dilaksanakan } sebagaimana
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangka 3 ( tiga ) agar dapat
dipergunakan scbagaimana mestinya.

Singaraja, 20XX
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
{ Nama Penerima Bantuan Sosial j { Nama Pemberi Bantuan Sosial )




'

2. Untuk Bantuan Sosial Berupa Barang

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatan.gan di bawah ini
Nama :

No. KTP
Alarmat
Jabatan

Bertindak Untul dan Atas Nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1.
2.

dana Bantuan Sosial,

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKNj);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penggunaan
Bantuan Sosial barang yang kami terima darj Pemerintah Kabupaten Buleleng;
akan menggunaXan barang dimaksud sesuaj dengan usulan proposal

bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhj Peraturan Bupati Buleleng
Nomor...... Tahun 20xx tentang

peraturan perundang-undangan;

bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan Bantuan Sosjal
barang yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Buleleng; |

apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Intepritay
ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perunding
undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggng, ool

Singaraja, ...
Yang Membuat Pernyataan,

Materai dan Ttd

(Nama Lengkap Penerima Bantuan Sosial)




4

T.s«Contoh Format Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial
1. Untuk Bantuan Sosial Berupa Uang

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan di bawah inj :
Nama '

No. KTP
Alamat
Jabatan
Bertindak Untuk dan Atas Nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan
Sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1.
2.

S.

Demikian pernyataan ini dibuat den
Jawab.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKNJ;
akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenarng apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses

nelaksanaan kegiatan vano dibiavaj dari dana Rantiian Sosial ini:
akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal

bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati
Bulcleng Nomor...... Tahun 20xx tentang ... dan peraturan

bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana
Bantuan Sosial vang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.

apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Palkta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

gan sebenar-benarnya dan penuh tanggung

Singaraja, ...
Yang Membuat Pernyataan,

Materai dan Ttd

(Naina Lengkap Penerima Bansoy)
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2. Untuk Bantuan Sosial Berupa Barang

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan di bawah inj :
Nama :
No. KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak Untuk dan Atas Nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Sosial,

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui
adiindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) daiam proses penggunaan
B.intuan Sosial barang yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Buleleng;

3. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usuian proposal

bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Buleleng
Nomor...... Tahun 20xx tentang

peraturan perundang-undangan;

............................................................ dan

4. bersedia diaudit cleh instansi yang berwenang atas penggunaan Bantuan Sosial
barang yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Buleleng;

S. apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integiitas

Ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuali dengan peraturan  perundang-
undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

SINGAraja, ...
Yang Membuat Pernyataan,

Materai dan Ttd

(Nama Lengkap Penerima Bantuan Sosial)
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U. Contoh Format Surat Keterangan Transfer

. KOP SURAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama

Alamat

Jabatan

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana bantuan sosial kepada

rangka ..... , dengan ini menerangkan bahwa :
Nomor Rekening

Bank
Atas Nama

adalah Benar rekening milik (

...... dalam

organisasi/instansi penerima bantuan sosial)

Selanjutnya untuk pencairan da-a bantuan sosial tersebut,

mohon untuk
ditransfer ke nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini

saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Singaraja, ......ooceeeevvvvionni,
Penerima bantuan sosial

( Nama Lengkap )
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V. Contoh Format Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :

No Identitas KTP
Alamat
Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

---------------------

Dalam rangka pemberian Ban
dengan ini saya menyatakan
tidak terjadi konflik internal.

tuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Buleleng,
bahwa didalam kepengurusan organisasi kami

Singaraja, .....................__
Yang Membuat Pernyataan,

materai dan ttd

( Nama Lengkap )
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W. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial

1. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan di bawah inj :
Nama :

No Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk dan :
atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial telah
menggunakan dana bantuan sosial sesuaj dengan proposal bantuan sosiul
pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bu
tentang

dan
pati Buleleng Nomor.... Tahun 20xx
............................................ dan Peraturan perundang-undangan  serta

saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan
sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahuj t
sehingga kemudian menimbulkan ker
dan menyetorkan kerugian tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-
Demikian surat pernyataan ini dibu
jawab serta untuk dipergunakan seb

erjadi penyimpangan dalam penggunaannya
ugian daerah, maka saya bersedia mengganti
ke kas daerah serta bersedia menerima sanksij
undangan yang berlaku.

at dengan penuh kesadaran dan ras

a tanggung
agaimana mestinya.

Singaraja, ........................_
Yang Membuat Pernyataan,

materai dan ttd

( Nama Lengkap )
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2. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :

No Identitas KTP
Alamat

Jabatan :
Bertindak untuk dan :
atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa
(barang) telah menggunakan (barang) tersebut sesuai dengan proposal bantuan
sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Buleleng Nomor .
Tahun 20...... TeNLANG ..o dan Peraturan perundang
undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak

terhadap penggunaan bantuan sosial berupa (barang ) dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahuj terjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingpga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti
dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi
sesuni dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan ras

a tanggung
jawub serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Singaraja, .......occccooooiii
Yang Membuat Pernyataan,

materai dan ttd

( Nama Lengkap )
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